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BUPATI BENGKAYANG 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

NOMOR 3 TAHUN 2015 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2005-2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 
13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
ten tang Sistern Perencanaan Pernbangunan 
Nasional, yang mengamanatkan bahwa dalam 
penyelenggaraan Pernerintahan Daerah wajib 
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

b. bahwa Rencana Pernbangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) merupakan dokurnen perencanaan 
bersifat makro yang mernuat kondisi umum daerah, 
prediksi kedepan, visi dan misi serta arah dan 
pentahapan pembangunan jangka panjang daerah 
yang akan dijadikan pedoman untuk penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2005-2025; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 



i 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234);  

,  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 4 21 ) ;  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 -- 2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
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1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

' 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 
ten tang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816 ) ;  

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 21 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5103); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan; 

24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2015-2019; 

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 
9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 
Nomor 9); 

27. Peraturan Daerah Propinsi Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 

28. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011  tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 1  tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkayang; 



' ] Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

l 
dan 

BUPATIBENGKAYANG 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2005-2025 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah Rencana Pembangunan 
Nasional untukjangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun. 

7. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2005-2025 yang selanjunta disingkat RPJP 
Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Kabupaten Bengkayang untuk periode 20 (dua duluh) tahun 
berdasarkan periode RPJP Nasional, terhitung sejak Tahun 2005 
sampai dengan Tahun 2025. 

', 

8. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah Rencana Pembangunan 
Nasional untukjangka waktu 5 (lima) Tahun. 

1 
9. Rencana ftembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJM Daerah adalah Rencana Pembangunan Kabupaten 
Bengkayang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 



I 
1 1 .  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, 

adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan 
Kecamatan. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
Tahun. 

12.  Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. 

13.  Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

14 .  Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

15 .  Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka 
pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah. 

16 .  Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 

17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 
5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan 
strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, 
strategi, serta evaluasi kinerja. 

18. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara 
terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah 
untuk mewujudkan visi Daerah. 

19.  Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang 
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya 
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 
misi. 

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana 
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 
(output) dalam bentuk barang/jasa. 

2 1 .  Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

22 .  Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakan. 

23 . Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

24. Musyawar~h Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka 
menyusun'rencana pembangunan. 

l 



25. Sosialisat publik adalah media komunikasi 'antara pemerintah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJMD kepada masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan unituk musrenbang jangka panjang dan jangka menengah. 
I 26. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah. 27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan. 

28. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses 
penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan 
untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun. 

29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2011 -2015  yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

30. RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang 
wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten 
Bengkayang. 

3 1 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APED adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bengkayang. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 
RPJP Daerah merupakan: a. perencanaan bersifat makro yang memuat kondisi umum daerah, 

prediksi ke depan, visi dan misi serta arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah, dengan mempertimbangkan 
RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat; b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan. 

' 

l 
! 

(1 )  Maksud penetapan RPJP Daerah adalah untuk 
dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam : 

I 
I 
' 

menetapkan 
Pasal 3 

BAB lll MAKSUD DAN TUJUAN 



a. penyusunan RPJM Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; 
1 . 

b. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; 
I 

c. penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan 
j 

tahunan; 

d. penyusunan Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan 
tahunan SKPD. 

(2) Tujuan penetapan RPJP Daerah adalah untuk : 

a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka panjang 
Daerah; 

b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, 
RKPD, Renja SKPD, dan Perencanaan Penganggaran; 

c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis 
dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi 
dan Kabupaten serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan. 

BAB IV 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

Pasal 4 

(1 )  RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap 5 (lima) tahun 
dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD). 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dalam setiap tahun 
dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD). 

(3) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan 
menjabarkan RPJPD ini ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi masing-masing Urusan. 

(4) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam setiap 
tahun dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (Renja 
SKPD). 
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BABV 
SISTEMATIKA 

Pasal 5 

1 
Sistematika RPJP Daerah terdiri dari beberapa bab, meliputi : 

' a. Bab I : Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang penyusunan RPJPD, maksud 
dan tujuan penyusunan RPJPD, landasan hukum, uraian 
mengenai hubungan antara RPJPD dengan dokumen 
perencanaan lainnya serta penjelasan mengenai sistematika 
penulisan 

b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Bab ini menguraikan tentang kondisi sosial budaya dan 
kehidupan beragama, ekonomi daerah dan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Dalam bab ini juga dipaparkan 
prasarana dan sarana yang tersedia, politik, keamanan dan 
ketertiban, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, 
serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

c. Bab III : Analisis Isu-isu Strategis 
Bab ini memaparkan analisa lingkungan eksternal berupa 
analisa peluang daerah dan analisa ancaman daerah; serta 
analisa lingkungan internal berupa analisa kekuatan 
daerah dan kelemahan daerah. Dalam bab ini juga dibahas 
tentang permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten 
Bengkayang dalam dua puluh tahun mendatang 

d. Bab IV : Visi dan Misi Daerah 
Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran 
berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang. Dalam 
bab ini juga dipaparkan sasaran utama pembangunan 
RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 

e. Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan 
dalam mewujudkan setiap misi. Dalam bab ini juga 
dijelaskan tentang tahapan dan prioritas pembangunan 
daerah. 

f. Bab VI : Penutup 

BAB VI 
ISi DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH 
Pasal6 

' I 

Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
sebagaimana jdimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 



BAB VII 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
Pasal 7 

(1 )  Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan RPJP Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) ,  diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa18 

( 1 )  Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 
menghindarkan kekosongan perencanaan pembangunan daerah, 
Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya 
diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
untuk tahun pertama periode masajabatan Bupati berikutnya. 

(2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1 )  digunakan sebagai 
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. 

· BAB IX 
KETENTUAN LAIN -LAIN 

Pasal 9 

(1 )  RPJP Daerah dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung 
Jawaban (LKPJ) akhir masa Jabatan Bupati. 

(2) RPJPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2005--2025 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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B AB X  

PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Bengkayang 
9 N o t «  2 0 1 5  

Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal o N o b e  2 0 1 5  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2 0 1 5  N O M O R :  3  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT: 10/2015 



PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

] NOMOR . . 3 . . .  TAHUN 2015 
]  TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN 
BENGKAYANG TAHUN 2005-2025 

I. UMUM 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah termasuk 
Kabupaten Bengkayang diwajibkan menyusun rencana pembangunan di 
daerahnya untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan yang 
disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 
Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah 
untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya 
otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 .  

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan bersifat makro yang 
memuat kondisi umum daerah, prediksi kedepan, visi dan misi serta arah 
dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian 
RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran dari tujuan 
dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, dalam bentuk visi, 
misi dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh ) tahun ke depan 
yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025 
dengan melakukan sinkronisasi terhadap RPJP Nasional dan RPJP 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

RPJP Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam 
penyusunan RPJMD, yang merupakan rencana pembangunan 5 (lima) 
tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, 
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta 
program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan 
pendanaan yang bersifat indikatif. 

Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahapan 
perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan 
5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam : 
a. RPJMD Tahun 2006-2010; 
b. RPJMD Tahun 2 0 11-2 0 15 ;  
c. RPJMD Tahun 2016-2021; 

d. RPJMD Tahun 2021-2025 ; 

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJP Daerah, sangat 
tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama 
antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, serta pemangku 
kepentingan di Kabupaten Bengkayang. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
' 

Pasal 1 
Istilah-istilah 'dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya 
salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan 
Peraturan Daerah ini. 
Pasal2 
RPJP Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan 
pembangunan Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang 
merupakan penjabaran pembangunan Bengkayang dengan tetap 
memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
dan Provinsi Kalimantan Barat merupakan pedoman dalam: 
a. Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan 

perencanaan penganggaran Kabupaten Bengkayang; 
b. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan 

terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan 
Kabupaten serta Kabupaten/Kota yang berbatasan. 

Pasal3 
Cukup Jelas 

Pasal4 
Cukup Jelas 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup Jelas 

Pasal 7 
Cukup Jelas 

Pasal 8 
Cukup Jelas 

Pasal9 
Cukup Jelas 

Pasal 10 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
TAHUN 2015  NOMOR. 3 . 
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KATA PENGANTAR 

• Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 dapat selesai 
' 

sesuai target waktu yang telah ditetapkan. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Bengkayang Tahun 2005 - 2025 adalah dokumen perencanaan yang masih bersifat 

makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi kedepan, visi dan misi serta arah 

dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah, dan merupakan penjabaran 

dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dalam bentuk visi, misi 

dan arah pembangunan untuk masa 20 ( Dua Puluh) tahun kedepan yang mencakup 

kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 dengan melakukan singkronisasi 

terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimanatan Barat. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pedoman 

resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan 

kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025, disadari masih terdapat berbagai 

kekurangan dalam penyajiannya arena terbatasnya pemahaman dan referensi yang 

dimiliki. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diperlukan demi 

penyempurnaan selanjutnya. 

Bengkayang, to  Nope»be 2015 

4 PI BUPATI BENGKAYAN 

• 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerh (RP[PD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 
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KAT A PENGANT AR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 dapat selesai 

sesuai target waktu yang telah ditetapkan. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Bengkayang Tahun 2 0 0 5 -  2025 adalah dokumen perencanaan yang masih bersifat 

makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi kedepan, visi dan misi serta arah 

dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah, dan merupakan penjabaran 

dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dalam bentuk visi, misi 

dan arah pembangunan untuk masa 20 ( Dua Puluh) tahun kedepan yang mencakup 

kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 dengan melakukan singkronisasi 

terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimanatan Barat. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pedoman 

resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan 

kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) 

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Bengkayang Tahun 2 0 0 5 -  2025 disadari masih terdapat berbagai 

kekurangan dalam penyajiannya karena terbatasnya pemahaman dan referensi yang 

dimil iki . Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diperlukan demi 

penyempurnaan selanjutnya 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RP[PD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 



BABI 

PENDAHULUAN 

1 .1 .  Latar Belakang 
l 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah termasuk 

Kabupaten Bengkayang diwajibkan menyusun rencana pembangunan di 

daerahnya untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang disebut Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen perencanaan ini 

diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan 

dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum 

dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan bersifat makro yang 

memuat kondisi umum daerah, prediksi kedepan, visi dan misi serta arah 

dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian 

RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran dari tujuan 

dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, dalam bentuk visi, misi 

dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh )tahun ke depan yang 

mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025 dengan 

melakukan sinkronisasi terhadap RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi 

Kalimantan Baral. 

Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. 

Untuk itu perlu dipertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan 

ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan 

dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan k~amanan serta 

pertimbangan dan syarat-syarat lainnya. 

Pentingnya optimalisasi pengarahan berbagai potensi sumber daya 

alam yang tersedia agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 

diperlukan perencanaan dan manajemen pengelolaan secara optimal, 
'  

efisien, dan berkelanjutan. Didukung dengan kapasitas lembaga 

pemerintahan dan Sumber Daya Manusia (SOM) yang edukatif, kreatif, 

koordinatif, dan , inovatif serta tegar menghadapi tantangan globalisasi. 

Keduanya harus mampu secara sinergis mengimplementasikan potensi 
tersebut menjadi sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk 

l 
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mencapai pembangunan yang ideal tersebut, maka pembangunan 
I 

memerlukan sebuah perencanaan yang disusun secara sistematis, 
menyeluruh, dan berkelanjutan. Penyusunan rencana pembangunan harus 

l terintegrasi ke dalam sistem pembangunan nasional dan tetap mengacu 
pada landasan idiil dan konstitusional Negara Republik Indonesia. 

I  Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri 
dari 4 (empat) langkah yaitu: langkah pertama adalah penyiapan rancangan 
RPJP Daerah yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah 
kedua, masing-masing instansi Pemerintahan Daerah memberikan masukan 
dan komentar terhadap rancangan RPJP Daerah yang telah disiapkan. 

Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat · (stakeholders) dan 
' menyelaraskan I rancangan RPJP Daerah yang dihasilkan melalui 

musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Sedangkan 

langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir RRPJP Daerah untuk 

ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk 

melaksanakannya 
Dalarn perspektif di atas dan untuk rnemenuhi sernua ketentuan 

normatif perundang-undangan mengenai 

daerah, maka Pemerintah Kabupaten 
perencanaan pembangunan 

Bengkayang beserta seluruh 

• 

komponen masyarakat sepakat untuk rnenyusun RPJP Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2005 - 2025 dengan ketentuan sebagai berikut: 

1 .  RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang disusun untuk menyediakan 
sebuah dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan, yang 
akan digunakan sebagai acuan dalarn penyusunan visi, rnisi dan 
program calon Bupati dan Wakil Bupati untuk setiap jangka waktu lirna 
tahunan. Selanjutnya, visi, rnisi dan program Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih pada setiap periode akan dijabarkan dalam bentuk Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). Dengan 

demikian RPJP Daerah ini juga merupakan pedoman resmi bagi seluruh 
jajaran Pemerintahan Daerah dalam menentukan prioritas program dan 
kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM Daerah. 

2. Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang dilakukan 
melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif, yang 
melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. 

2 
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1.2. Maksud 'dan Tujuan 
I Maksud ditetapkannya RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang adalah 

memberi arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 
pembangunan, 'dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta sebagai 
acuan bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat 
(stakeholder) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, 
misi, dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama secara 
sinergis, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam suatu 
pola sikap dan pola tindak. 

Tujuan RPJP Daerah Kabupaten 
kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan sosil, melindungi hak asasi 
manusia, kesetaraan gender, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan 

' masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri bebas, maju dan lebih 
sejahtera lahir bathin untuk kurun waktu 20 tahun kedepan. 

1.3. Landasan Hukum 
Penyusunan RPJP Kabupaten Bengkayang jelas mengacu pada 

landasan idiil dan konstitusional negara Indonesia yait Pancasila dan UUD 

1945. Selain mengacu kepada dua landasan penting tersebut, dalam 

operasionalnya RPJP mengacu kepada ketentuan perundang-undangan 
yang berkaitan langsung dengan pembangunan. Peraturan perundang­ 

undangan sebagaimana dimaksud meliputi: 
1 .  Undang-Undang Nomor 10  Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2014 Nomor 

Tambahan', Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
i sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
1  

3 

Bengkayang mewujudkan 

4. 

244, 

5587) 
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
' ' Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
I 

Negara R~publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

1 1 .  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Baral Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 -- 

2027. 

4 
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1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya 
I 

Hubungan RP.JP Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya 
I 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
I 

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut : 
I 

1 .  RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang mengacu pada RPJP Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat dan RPJP Nasional. 

2. RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang memperhatikan seluruh aspirasi 

pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) melalui 

penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah. 

3. RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang dijadikan pedoman dalam 

penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Bengkayang. 

4. RPJM Daerah Kabupaten Bengkayang dijabarkan dalam RKPD yang 

dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBD dan APBD. 

5. RPJM Daerah Kabupaten Bengkayang menjadi pedoman dalam 

menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra 

SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja 

Saluan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) . 

6. Renja SKPD harus berpedoman pada renstra SKPD dan mengacu pada 

RKP Daerah. 

7. Renja SKPD dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD 

dan Rincian APBD. 

1.5. Sistematik Penulisan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Bengkayang Tahun 2 0 0 5 -  2025 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

1 . 1 .  Latar Belakang 

1 .2 .  Maksud dan Tujuan 

1 .3 .  Landasan Hukum 

1.4. Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

1 .5 .  Sistematika Penulisan 

I  5 
4  

l @bas' Reneana Pembangunan Jangka Paajang Daerh (RPJPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 @ I.. M] 
I 



• 

I 

l 
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Gambaran Umum Kondisi Daerah 
2 . 1 .  A'pek Geograf dan Demografi 

1 

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
\ 2.3. Aspek Pelayanan Umum 
I 

2.4. A'spek Daya Saing Daerah 
I Analisis Isu-lsu Strategis 
I 

• 
3.1 .  Permasalahan Pembangunan 

I 3.2. Isu Strategis 
Bab 4 Visi Dah Misi Daerah 

I 

4.1 .  Visi 
4.2. Misi 

Bab 5 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
5 .1 .  Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka 

panjang daerah untuk masing-masing misi 
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I 2.1.  Aspek Geografis dan Demografi 

Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 10  Tahun 1999 merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

sebelah Utara Propinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten 

Bengkayang terletak di 033'00" Lintang Utara sampai 130'00" Lintang 

Utara dan 108939'00 Bujur Timur sampai 110910'00.  

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah 

sebagai berikut : 

• Sebelah Utara dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten 

Sambas. 

• Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pontianak. 

• Sebelah Barat dengan Laut Natuna dan Kata Singkawang. 

• Sebelah Timur dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak. 

Kabupaten Bengkayang merupakan bagian Utara dari Provinsi 
Kalimantan Barat dengan luas wilayah 5.396,30 kilometer persegi atau 
sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Jagoi 

Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang 
dengan cakupan wilayah sebesar 655 kilometer persegi atau sekitar 12, 14 

persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan 

dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah 
sebesar 46,35 kilometer persegi atau hanya sekitar 0,86 persen dari total 
Kabupaten Bengkayang. 

Secara administratif di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 

Sambas dan berbatasan dengan Serawak-Malaysia Timur, di sebelah Timur 
berdampingan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak, di 

sebelah Selatan' bersebelahan dengan Kabupaten Pontianak, dan di sebelah 
Barat bertetangga dengan Kota Singkawang dan Laut Natuna. Pemekaran 
kecamatan di Kabupaten Bengkayang berdasarkan: 

1 .  Perda Nomor 15  tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Suti 
' 

Semarang 

2. Perda Nomor 25 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Capkala 3. Pecda Nomt 26 tahoo 2003 tentang Pembentukan Kecamtan Siding 
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Betung 

·i 

4. Perda Nomor 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lumar 
5. Perda Nombr 5 tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai 

I 
I 

6. Perda nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi Emas 
dan Kelurahan Sebalo 

7. Perda Nomor 7 lahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sungai Raya 
dimekarkan menjadi Kecamatan Sungai Raya Kepulauan; 

8. Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sanggau 
Ledo menjadi Kecamatan Tujuh Belas 

9. Perda Nomor 12 tahun 2006 pemekaran Kecamatan Samalantan 
menjadi Kecamatan Lembah Bawang di Kabupaten Bengkayang 

10. Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 26 

tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Siding 

Rincian 17  (  tujuh belas ) Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bengkayang disajikan pada Tabel 1 1. 1  

TABEL 11.1 

JUMLAH DESA, DUSUN DAN LUAS WILAYAH PERKECAMATAN 

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 

NO KECAMATAN 
IBUKOTA 

KECAMATAN 

JUMLAH 
KELURAHAN DESA 

LUAS 
DUSUN WILAYAH 

(KM?) 

1 ~SungaiRaya SungaiDuri 5 18 75,85 
2 Capkala Capkala 6 13 46,35 
3 Samalantan Samalantan 7 29 420.50 
4 Monterado Monterado 11 26 291.00 
5 Bengkayang Bumi Emas 2 4 9 167,04 
6 Teriak Bana 18 18 231,51 
7 Sungai Betuna Suka Maiu 4 10 205.95 
8 Ledo Lesabela 12 28 481,75 
9 Suti Semarang Suti Semarang 8 13 280,84 
10 Lumar Tiga Berkat 5 13 275,21 
11 Sanggau Ledo Lembang 5 18 392,50 
12 Seluas Seluas 6 25 506,50 
13 Jagoi Babang Jagoi 6 16 655,00 
i4 ,Siding ; siding/sebujf 8 26 563,30 
15 I Tujuh Belas j Sinar Tebudak 4 13 221,00 
16 [ Sungai Raya j Sungai Raya 5 18 394,00 

j Kepulauan i 
77'embah[awang_ Tempapan 8 f9 188,00 

[jrmiaf Tc=r=5 t4in i sis 's5~s, 

Sumber : www.benqkavanqkab.qo.id 

• 

, 

Secara topografi wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki dua 
kondisi alam, yaitu : 

( 1 )  Pesisir pantaj yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan 
I 

Sungai Raya. 

8 

Capkala, Kecamatan perbukitan yang terdiri dari dan 
I 

I 
I 
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t Samalantan} Monterado, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti 
I Semarang, l!.umar, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding. 

Dilihat tari topografi, kondisi alam Kabupaten Bengkayang yang 
pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir pantai · ini 
termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya dan 
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Kondisi alam kedua adalah daratan 
dan perbukitan yang meliputi wilayah Kecamatan Capkala, Monterado, 
Samalantan, Sungai Betung, Teriak, Bengkayang, Lumar, Ledo, Suti 
Semarang, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang, Siding, Tujuh Belas, dan 
Lembah Bawang, dengan panjang 76,564 Km garis perbatasan dengan 
Sarawak (Malaysia Timur). 

Terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang melintasi 
wilayah Kabupaten Bengkayang, yaitu DAS Sambas dengan luas 722.500 

ha, DAS Sungai Raya dengan luas 50.000 ha, dan DAS Sungai Duri dengan 
luas 24.375 ha. 

Selanjutnya dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar daerah 
Kabupaten Bengkayang adalah jenis tanah poldosit merah kuning, yaitu 
sebesar 322.347 ha dan yang paling sedikit adalah jenis OGH, yaitu sebesar 

6 .700 ha. 

TABEL 11.2 

LUAS KABUPATEN BENGKAYANG MENURUT KECAMATAN 

DAN JENIS PERMUKAAN TANAH 

Kecamatan OGH { Aluvial Regosol PMK' (Ha) Podsol Latosol (Ha) 
(Ha) i (Hal (Ha (Ha 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

_1.. Sunga[ Raya 632 2645 0 0 926 3 383 

2. Capkala 386 1 6 1 6  0  0  566 2 067 
_3. _ Sungai Raya Kep. 3 282 13 739 0 0 4 808 17 570 

4, Samalantan 1 122 0 0 40 928 0 0 

5. Monterado 776 0 0 28 324 0 0 

6. Lembah Bawang 502 0 0 18 296 0 0 
7. Bengkayang 0 0 0 13 333 0 3 371 

8 Teriak 0 0 0 18 479 0 4 672 

_9, Sungai Betung 0 0 0 16 439 0 4 156 
10. Ledo 0 0 0 39 634 0 8 541 
1 1 ,  Suti Semaranq 0 0 0 23 105 0 4 979 

12. Lumar 0 0 0 22 642 0 4879 
.13. Sanggau Ledo 0 0 0 5 309 0 33 941 

_14. Tujuh Belas ' 0 0 0 2990 0 19 110 ,. 

_15. Seluas 0 0 q_ ___ 27 271 21 601 1778 
16. Jagoi Babang 0 0 0 35 266 27 934 2 300 
.17. Siding 0 0 0 30 329 24 023 1 978 

l 

Jumlah ' 6 700 18 000 0 322 347 79 858 122 725 

, 

Sumber. BPN Kabupaten Bengkayang 
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J Kabupaten Bengkayang umumnya beriklim tropis dengan temperatur 
f 

udara rata-rata perbulan berkisar antara 22,9 C sampai 31 ,05 C, kelembaban 
nisbi rata-rata terbulan 86%, intensitas penyinaran matahari adalah 38%. 
Curah hujan yahg cukup tinggi pada bulan September sampai bulan Januari 
dan curah hujan yang rendah antara bulan Juni sampai bulan Agustus. 

Kabupaten Bengkayang juga memiliki wilayah pesisir dengan 
panjang garis pantai 68,500 Km dan wilayah kepulauan, yakni sebanyak 12 

(dua belas) buah pulau. Dari jumlah tersebut, 7 buah pulau berpenghuni dan 

5 buah pulau tidak berpenghuni yang secara administrasi terletak di wilayah 

Kecamatan Sungai Raya kepulauan. Secara rinci data potensi kepulauan 
tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

TABEL II.3 

NAMA- NAMA PULAU DI KABUPATEN BENGKAYANG 

Lokrsi ma Pulau 
Ls Jar.k 

do Ara Citanaa 
Keterwgen 

Location Biand 4are 
[Ha) [om) 

Expination 
cn t • 

1. Des Surgi Ry Pert Bear 4,87 22,0 Berpenghuri 
Pents Kerl 3,03 22.0 Ber penguri 
Set: 0,40 33,0 Tok Ber penguri 

Semen 7,20 0.2 Tis Br penguni 

Ker 3,$0 0.2 Tits Ber penguni 

Baru 3,40 42,0 Ber penghuri 
Batu R±it 0,01 31 Tis Ber pen;uni 

Tenprung 2,00 0.2 Tis Ber penguni 

2. De triruntire Kbur; 3,04 12.3 Berpenghuri 

Batu Py 0.20 0.2 tics Ber perguri 

3. De P.Lemukutn Lem.utan 10,73 38 Berpengnuri 

RnCen 2,08 40 Berpengnuri 

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2011 

Berdasarkan aspek geografis dan iklim yang telah dituangkan di 

alas, terkait dengan polensi yang dimiliki Kabupaten Bengkayang sangat 
mendukung pengembangan potensi pertanian dan kehutanan, perikanan dan 

I peternakan. , 
Ditinjau dari aspek demografi berdasarkan hasil Sensus Penduduk 

Kabupaten Bengkayang, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang pada 
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tahun 2010 adalah sebesar 215.277 jiwa yang tersebar di 1 7  kecamatan. 
Dilihat menurut jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 
112 . 152 jiwa sedangkan penduduk perempuan adalah sebanyak 103.125 jiwa. 

I 

Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung rasio jenis kelamin Kabupaten 
,, 

Bengkayang pad a tahun 201 0 adalah 109. Angka ini berarti jika ada 109 
penduduk laki-laki maka ada 100 penduduk perempuan. 

Jika jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan maka jumlah 

penduduk yang paling besar berada di Kecamatan Monterado sedangkan 

jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Suti Semarang. 

Namun demikian, dilihat dari kepadatan penduduknya, Kecamatan Sungai 

Raya memiliki tingkat kepadatan paling tinggi, yaitu sebesar 242 jiwa per 

kilometer persegi sedangkan Kecamatan Siding memiliki tingkat kepadatan 

paling rendah, yaitu sebesar 1 1  jiwa per kilometer persegi. 

Penduduk Kabupaten Bengkayang termasuk dalam kelompok usia 

muda. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk yang masuk dalam 

kelompok usia muda (dibawah 20 tahun), yaitu sebesar 43,46 persen. Dari 

pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat kita peroleh rasio 

beban ketergantungannya (Dependency Ratio). Rasio beban ketergantungan 

di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2010 adalah sebesar 59,58. lni berarti 

bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung 

sekitar 60 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke alas). 

Pada tahun 2010,  penduduk Kabupaten Bengkayang menurut 

kelompok usia sekolah, sebagian besar masih pada kelompok usia sekolah 

dasar. Persentase penduduk kelompok usia sekolah dasar dibandingkan 

dengan total penduduk adalah sebesar 14,06 persen. Selanjutnya, 

persentase penduduk untuk kelompok usia sekolah menengah pertama 

adalah sebesar 6 , 19  persen. Angka penduduk usia sekolah dasar dan 

menengah merupakan sasaran dari program wajib belajar 9 tahun. Namun 

demik ian , belum semua penduduk usia sekolah dapat bersekolah. 

1 1  
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TABEL II.4 
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BENGKAYANG 

f 

MENURUT KECAMATAN, JENIS KELAMIN, DAN RASIO TAHUN 2010 
! 

• 

, 
K: at 

oisrriat [ 

rrTTg6ET 

son.ah 

(iwe] 

Jrnio 

Total 

dtnw] 

to errs 

ornin 

.Sae art.ie 

t cr 
,., 1 

t. rgr y 9.2 .101 1833 101 

z. tr pa 398.a 391 7.279 111 

3 urgr rye repuran 10.692 10.23D 20.922 1a 

, arr« 9.22 $.6GB 1 240 110 

• 
owner.a 12.71 11.702 24«a 149 

6 Lrmnban Ero.Fe .787 z40A .191 116 

• Arne teenE 12.139 1162 .76A 0¢ 

z Trii 6.07 97 12 464 1a9 

9. u+ei Br.rg; «4 4.174 8919 114 

t0. Leo 790 286 11076 110 

tt.Sarti Semarang 2 407 2.172 479 111 

7 Asmneer 3 006 278 2764 10r9 

13. 5cgr Lr  .777 421 11.198 10 

14 7jut Ber 27G 340 11.216 110 

1. 5tuns 9.071 7980 1701 114 

16. eoi ten 46a 309 27 1234 

17. stir¢ 3 2 3 007 621 108 

Ju,Weer 112.12 103.12 213277 109 

.n 2009 10207 104 04 211.111 1a 

2004 10010 10182 206 23 1a3 

20o 1a3.11e 99619 2az 737 10t 

200e 101 411 96 .6 19987 106 

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 201f 

TABEL. 11.5 

LAJU PERTUMBUHAN, LUAS WILAYAH, DAN KEPADATAN PENDUDUK 
KABUPATEN BENGKAYANG MENURUT KECAMATAN TAHUN 2010 

Laju pertumbuhan penduduk (2000-2010 (%) 

Luas wilayah 
Kepadatan 

Kecamatan Jenis kelamin (km') 
penduduk 

Jumlah 
(jiwa per km?) 

Laki-laki Perempuan 

Sungai raya 0,47 0,91 0,69 75,85 242 

Capkala 1,99 1,88 1,93 46,35 164 

Sunqai Rava Kepulauan 1,26 1,24 1.25 394,00 53 

Samalantan 2,91 3,09 3,00 420,50 43 

Monterado 1,46 1,67 1,56 291,00 84 

Lembah Bawang 3,40 2,53 2,99 188,00 28 

Bengkayang 4,45 4,67 4,56 167,04 142 

Teriak 2,18 2,08 2,13 231,51 54 

Sungai Betung 1,77 1,86 1,81 205,95 43 

Ledo -0,49 -0,65 0,57 481,75 23 

Suti Semarang 1,73 1,31 1,53 280,84 16 

Lumar 1,77 1,74 1,75 275,21 21 

Sanggau Ledo 1,76 1,69 1,73 392,50 29 

Tujuh Belas ' 1,40 1,55 1,47 221,00 51 

Seluas 3,93 3,63 3,79 506,50 34 

Jagoi Babang 4,05 2,46 3,31 655,00 13 

Siding I 0,60 0,18 0,39 563,30 1 1  

Jumlah I 2,03 1,99 2,01 5.396,30 40 Sumber. Kabupaten yngkayang Dalam Angka 2011 
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2.2. Aspek Kejejahteraan Masyarakat 
I 2.2.1. Kondisi Sosial Ekonomi 
' 

Merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk adalah 

ditinjau dari besar kecilnya proporsi pengeluaran. Hal ini sesuai dengan teori 

Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran 

bukan makanan biasanya diidentikkan dengan semakin meningkatnya 

esejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, semakin besar proporsi 

pengeluaran makanan merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

semakin menurun. 

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 

2010, dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran perkapita sebulan 
t 

penduduk Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 431.849 rupiah. Rata-rata 

pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok makanan sebesar 276.734 

rupiah dan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok non 

makanan pada tahun yang sama adalah sebesar 1 5 5 . 1 1 5  rupiah. Secara 

umum , dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengeluaran penduduk 

Kabupaten Bengkayang masih dalam kelompok barang makanan, yaitu 

sebesar 64,08 persen dari total pengeluaran yang digunakan adalah untuk 

konsumsi makanan sedangkan sisanya, yaitu sebesar 32,92 persen 

digunakan untuk kebutuhan non makanan. Dilihat dari komposisinya, 

pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Bengkayang yang terbesar 

dikeluarkan adalah untuk jenis padi-padian, kemudian ikan, dan tembakau 

atau sirih. Selanjutnya, untuk pengeluaran non makanan, sebagian besar 

digunakan untuk fasilitas perumahan dan aneka barang dan jasa. 

13 
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j TABEL 11.6 

PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN KELOMPOK 
BARANG NON MAKANAN DI KABUPATEN BENGKAYANG (RUPIAH) 

I TAHUN 2008 - 2010 

; 
Keio«npor on Mok ban 

Mc Food Group 
200 2009 

« 

t 12 1 « 

1 Perureran an Faitr Ruman Tr 
66.869 73333 72 040 

Hosing on ounoia Foci\ity 

2 Barwrg an ± 
66.431 506 33.140 

Goar end Sar+car 

3 Pekin As Ki an nut.p 4pa4 
12.167 11943 1z.604 

Cotrig, Footwcr, ond Wpadgoar 

4 Berang Tann Larr 
19.219 7.198 

Drat' Coor 
9.047 

, Pajak cnArer 
2 3163  2386 2 736 

7cos aha Surano 

6 epeuan Pet an upoars 

Povtigs and Canrovie 
0 7.$10 3397 

Rt-rt/Argo 167.071 160.527 155.41s 

Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2011, Keterangan : Susenas 2008-2010 

TABEL 11.7 
PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN KELOMPOK 

BARANG MAKANAN DI KABUPATEN BENGKAYANG (RUPIAH) 
TAHUN 2008 - 2010 

Meson po Malnar 
2008 20o9 2010 

Pod Group 

+1 0 

1 Peipeain/trot 373522 61909 66.384 

2 Umi rruin/bar 1039 1413 2.32 

3 tan/Ft 24 636 7836 31.493 

4 tgirg / Mot 106so 11.690 12.319 

, 
Tetur ten Suu / Egg are Au 11627 17.375 13.279 

6 Soyuryuran»oat ab 2333 27.841 30.14 

7. crg«nangn/togrnot 3296 823 7.869 

A Bur-uhen/ Fruit 7.27 14.091 7.04 

9 ire er Lrra / Ci on FCe 9.36 10361 12.339 

10 BhenAMirrnan! Bvraga Sf 13470 169 16.90 

11 Burobrnor/Sics 6.21 6 63 8.224 

12 Knerr Linne 
3.862 10.932 

Mi I Our FROd Arr 
7.367 

13 Ano arr»rnnJf 

Prpand Food and Borge 
23309 26634 26.291 

% 
1 Tertt tr Sirin ' Ye&OD ane Sirin 20.191 2801 28.72 

Retta/Aarngs 214.011 265 .209 276.7344 

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2011, Keterangan : Susenas 2008-2010 
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Dari sisi dunia usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten 
Bengkayang, tbrcatat banyaknya usaha non pertanian yang ada di 
Kabupaten Ben'gkayang sebanyak 10.436 usaha dan tersebar di seluruh 
kecamatan yang ada. Dari sejumlah usaha yang ada tersebut, sebanyak 

l 2.073 usaha merupakan usaha tidak tetap atau tidak permanen (termasuk 

pedagang kaki lima dan pedagang keliling) dan 8.363 usaha merupakan 

usaha tetap yang ada di dalam bangunan (kecuali untuk pertam-bangan). 

Dilihat menurut sektornya, usaha yang paling banyak adalah sektor 

perdagangan besar dan eceran diikuti dengan sektor penyediaan akomodasi, 
makanan, dan minuman, dan sektor industri pengolahan. Usaha di sektor 
perdagangan sebesar 41 ,57 persen dari total usaha yang ada, sektor industri 
pengolahan sebesar 16,69 persen, dan sektor akomodasi, makanan dan 
minuman sebesar 15 ,99 persen. Banyaknya usaha kecil dan menengah di 

Kabupaten Bengkayang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah 
dalam rangka percepatan peningatan perekonomian masyarakat Kabupaten 

Bengkayang. 

Jika dilihat menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan, pola 
konsumsi berubah seiring dengan meningkatnya pengeluaran perkapita 
sebulan. Semakin tinggi total pengeluaran perkapita sebulannya, semakin 

kecil pula porsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi barang 

makanan dan sebaliknya, konsumsi untuk barang non makanan akan 

semakin besar. 
Laju inflasi tahunan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2004­ 

2008 rata-rata adalah 8,25 persen, lebih rendah dibanding laju inflasi 
tahunan nasional pada tahun 2008 sebesar 1 1 , 0 6  persen. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa di Kabupaten 
Bengkayang relatif lebih cepat dari kenaikan harga barang dan jasa secara 
nasional. Faktor utama penyebab inflasi adalah biaya pendidikan, jasa 
kesehatan, perumahan dan biaya transportasi. Selain itu, kenaikan harga 

barang dan jasa disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan tingkat upah. 

Dalam upaya . menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan 
I 

kesejahteraan rakyat, maka tantangan untuk lima tahun mendatang adalah 

mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa. 
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TABEL 11.8 
LAJU INFLASI BENGKAYANG DAN NASIONAL TAHUN 2004-2008 

I 
Tahun I lnflasi Bengkayang ! lnflasi Nasional 
2004 

+ 
6.32 i  6,40 

··----�----- 2005 9,77 i 17, 1 1  
2006 I 8,03 ! 6,60 
2007 I 8,44 t, 6 59 
2008 I 8,70 E 11 ,06 !  

Rata-Rata I 8,25 I 9,53 

Sumber : diolah dari data PDRB dan RPJMN 2011-2015 

' 

2.2.2. Kondisi]Penduduk dan Sosial Budaya 
Secaral garis besar, penduduk dalam hubungannya dengan kegiatan 

ekonomi dibagi'menjadi dua, yaitu: 
- Penduduk usia dibawah 15 tahun 

I 

- Penduduk usia 15 tahun ke atas 
' Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas digolongkan lagi menjadi 

i 

- Angkatan kerja, yaitu yang bekerja dan mencari kerja 
1 

- Bukan angkatan kerja, yaitu yang sekolah, mengurus rumah tangga, 
dan kegiatan lainnya. 

' 

Berdasarkan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2010, 
persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang masuk dalam 

' 
angkatan kerja; adalah sebesar 73,92 persen sedangkan yang tidak masuk 

l 

angkatan kerja I adalah sebesar 26, 08 persen. Persentase penduduk usia 1 5  
I  

tahun ke atas yang bekerja sebesar 71 ,55 persen, mencari kerja sebesar 2,37 
'  I 

persen, sedang sekolah sebesar 8,54 persen, mengurus rumah tangga 
sebesar 14,01 persen, dan kegiatan lainnya sebesar 3,53 persen. 

Dilihat 'dari penduduk usia 1 5  tahun ke atas yang bekerja menurut 
lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Bengkayang bekerja di 
sektor pertanian dan perdagangan, yaitu masing-masing sebesar 69,78 
persen dan 1 1 ,35 persen. Selanjutnya, dilihat dari status pekerjaan, sebagian 

I 

besar penduduk Kabupaten Bengkayang yang berusia 1 5  tahun ke atas yang 
I 

bekerja adalah lberstatus pekerja tidak dibayar, berusaha dibantu pekerja tidak 
dibayar, dan berusaha sendiri. 
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I TABEL II. 9 
PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA 

'  DI KABUPATEN BENGKAYANG MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN 
I DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2010 

Lpargea Pelerjn Lui tali Peremrpuan Juran# 

AMain terry Ma Fornats rota 

• 
1. Pernin, Kenunan, dn Perira 

Agyictr Fovtry, an Finery 
43.077 27.719 70.796 

2. nuzzri Pengotxn 
1.676 

ranucturrg Murty 
1.02 2.681 

3. Per&green, Hotel an Ruman Main 
3.266 6.21 11.317 

7redo,Motet, and Rasturnt 

4. Ja Kena:yakcetr 
4.021 3.30 7.326 

oiat e» Poer sovar Sr ics 

• Lairy 
2.879 233 

Otar 
9.1312 

Jumtah/Total 62.899 38.3y3 101.432 

Suber Sound: BPS lb.ta bwglrgang 
tar gt/Erp4ootlo: Sa hen.an Ag.rites DO' al oc August 2010 

Jumlah pencari kerja yang tercatat di Kantor Tenaga Kerja selama 

tahun 2009 adalah sebanyak 2.805 orang. Dilihat menurut jenis kelamin, 1 . 6 13  
orang pencari kerja laki-laki dan 1 . 192  orang pencari kerja perempuan. 
Jumlah pencari kerja paling banyak berasal dari Kecamatan Bengkayang. 

Sedangkan dilihat menurut pendidikan, pencari kerja paling banyak adalah 

tamatan SL TA. 

TABEL II. 10 

JUMLAH PENCARI KERJA DI KABUPATEN BENGKAYANG 
MENURUT KECAMATAN, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN 

TAHUN 2010 

61 

7� 

ad 

e. 

.4 

6 

- •1 

8r 

7S 

• 
4r 

JM 

� 

, S L?  Arc 

t, rj4r ere 

4.Suri err.t 

7. t«cw «c t  

•  rel.. 

a. Lr  

Surber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 201f 

I 
' 
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Pembar\gunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan 
, 

upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten 
Bengkayang yang tercermin pada angka melek huruf, angka rata-rata lama 
sekolah, angka' partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka 
partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, 
persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang 
bekerja. 

Komposit peningkatan kualitas SDM ditandai oleh makin 

membaiknya lndeks Pembangunan Manusia (1PM) yang merupakan indikator 
komposit status kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup, taraf 
pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf penduduk dewasa dan 

gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar, menengah, 
tinggi, serta taraf perekonomian penduduk yang diukur dengan Pendapatan 
Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli. 

1PM Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan dari 67,18 

pada tahun 2009 menjadi 67,55 pada tahun 201 0. Berdasarkan kategorinya 

1PM Kabupaten Bengkayang termasuk dalam kelompok sedang (51-79) yang 

berarti pemerintah daerah sudah memperhatikan pembangunan sumber 
daya manusianya. 

Berdasarkan komponennya untuk angka harapan hidup Kabupaten 

Bengkayang lebih tinggi dibandingkan dengan Kalimantan Barat sedangkan 

• angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluran riil per kapita 
masih berada di bawah angka Kalimantan Baral. 

TABEL 1 1. 1 1  

1PM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006-2010 

Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 

Angka Harapan Hidup (Th) 68,30 68,40 68,57 68,70 68,84 

Angka Melek Huruf (%) 86,79 88,68 88,68 88,70 88,71 

Rata-rata Lama Sekolah (Th) 6,03 6,03 6,03 6,09 6,32 

Pengeluaran Perkapita 
592,23 594,10 599,30 602,47 604,11 

disesuaikan 

1PM 65,70 66,32 66,81 67,18 67,55 

Sumber . diolah dari Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2011 

1 8  
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' GRAFIK II1. 

PERBANDINGJN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BENGKAYANG 
l DAN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006-2010 

f_4 

.f­ 
fQLh 

67 
66 
65 

64 

63 2006 2007 2008 2009 2010 

2.3. Aspek Pelayanan Umum 

EJKab. Bengkayang 

■ Kallmantan Baral 

Pendidikan; Pembangunan sektor pendidikan tidak hanya diarahkan 

pada perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi 

juga peningkatan mutu pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan 

pasar kerja. 

Pada tahun 2010, terdapat 27 TK, 245 SD, 7 Ml, 63 SL TP, 5 MTs, 20 

SL TA, 2 Aliyah', dan 5 SMK di Kabupa-ten Bengkayang. Sejumlah TK yang 

ada menampung 1 . 124 siswa dan 65 tenaga pengajar. Berdasarkan data 

tersebut, dapat diketahui bahwa rasio guru dan murid untuk tingkat 

pendidikan TK pada tahun 2010 adalah sebesar 17. Artinya bahwa satu 

orang guru masih harus mengawasi 17 siswa. Rasia murid dan guru TK ini 

dapat menggambarkan ketersediaan tenaga pengajar terhadap sejumlah 

murid tertentu. Jika rasio murid terhadap guru kecil atau jumlah murid yang 

diawasi oleh seorang guru sedikit maka diharapkan dapat berakibat baik 

terhadap murid yang ada karena perkembangan siswa akan lebih dapat 

diperhatikan. 

Jumlah gedung sekolah SD yang ada di Kabupaten Bengkayang 

pada tahun 2010 sebanyak 245 bangunan (241 SD negeri dan 4 SD swasta), 

jumlah gedung Ml sebanyak 7 bangunan (semuanya swasta), gedung SL TP 
sebanyak 63 bangunan (51 SL TP negeri dan 12 SL TP swasta), dan gedung 

MTs sebanyak 5 bangunan (semuanya swasta). Jumlah murid SD di 
' Kabupaten Bengkayang pada tahun 2010 adalah sebanyak 37.343 siswa 

dengan jumlah guru sebanyak 2.310 orang sedangkan jumlah murid Ml 

sebanyak 506lsiswa dengan jumlah guru sebanyak 68 orang. Untuk tingkat 

lanjutan pertama, terdapat 10 . 109 siswa SL TP dengan 834 orang gurunya 
'  dan 522 siswa' MTs dengan 76 orang gurunya. 
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Berdasarkan data yang ada, rasio murid dan guru SD sederajat 
adalah sebesar 16. Rasio murid dan guru SD negeri sebesar 16 dan rasio 
murid dan gurd SD swasta adalah sebesar 23 sedangkan rasio murid dan 

I 

guru Ml yang I semuanya swasta adalah sebesar 7. Pada tingkat SL TP 
sederajat, rasio murid dan guru adalah sebesar 12 .  Rasio murid dan guru 
untuk SL TP negeri sebesar 12 dan rasio murid dan guru untuk SL TP swasta 
sebesar 1 1 .  Selanjutnya, rasio murid dan guru MTs swasta sebesar 7. Hal ini 
berarti bahwa ketersediaan guru terhadap murid yang ada cukup memadai 
untuk tingkat SD maupun SL TP. 

Jenjang pendidikan SL TA dibedakan antara SL TA umum dan 
kejuruan. Jumlah gedung SL TA umum pada tahun 2010 adalah sebanyak 20 

bangunan, yaitu 13  SL TA negeri dan 7 SL TA swasta. Selanjutnya, terdapat 5 

SMK, yaitu 4 SMK negeri dan 1 SMK swasta, 1 Aliyah negeri, dan 1 Aliyah 

swasta. Jumlah murid dan guru SL TA um um pada tahun 201 0 adalah 

sebanyak 5.045 siswa dan 425 orang guru. Selanjutnya, terdapat 912 siswa 
dan 1 1 5  orang guru untuk SMK serta 207 siswa dan 30 guru untuk MA. 

Dengan demikian, diketahui bahwa rasio murid dan guru untuk tingkat SL TA 

sederajat secara umum adalah sebesar 12. Untuk tingkat SL TA umum 

negeri, rasio murid dan guru yang ada sebesar 12  dan  untuk SL TA umum 
swasta sebesar 12 sedangkan rasio murid dan guru untuk SMK negeri 
adalah sebesar 9 dan SMK swasta adalah sebesar 4. Untuk MA negeri, rasio 

murid dan gurunya hanya sebesar 8 dan rasio murid dan guru untuk MA 
swasta sebesar 6. 

Kesehatan; Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan 

bermutu merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu sumber daya 
manusia, mengatasi kemiskinan, dan membangun pondasi pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan. 

Perkembangan kondisi kesehatan ·di Kabupaten Bengkayang 

ditunjukkan oleh beberapa indikator diantaranya adalah Angka Kematian 

Bayi (AKB) dan Balita (AKBA) sebagaimana tercantum da lam MDGs. Jika 
disederhanakan maka faktor-faktor yang cukup besar peranannya dalam 

memengaruhi AKB adalah status gizi, perawatan, kesehatan ketika dalam 

kandungan maupun ketika baru lahir, kelengkapan imunisasi yang diberikan, 
' penolong perslinan pertama. 

Untuk menurunkan AKB dan AKBA, berbagai intervensi telah 

dilakukan oleh pemerintah, baik melalui program rutin sektoral/instansional 

maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga donor yang ada. Meskipun 
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sudah cukup banyak program intervensi, berdasarkan hasil registrasi, 
diketahui bahwa AKB dan AKBA di Kabupaten Bengkayang masih terbilang 
tinggi. AKB p1r 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkayang adalah 
sebesar 86 sementara AKBA sebesar 94. Hal ini dikarenakan bermacam 

program yang I dilakukan masih bersifat parsial dan kurang berkelanjutan. 
Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan berbagai 
program yang telah dilaksanakan pun terbilang sangat rendah atau bahkan 
tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan oleh faktor kemiskinan dan tingkat 
pendidikan yang rendah. 

l Dari 24 desa yang sudah tersedia Poskesdes sampai bulan 
'  september 2010 sebanyak 92 desa (75,80%). Untuk mengatasi hal tersebut, 

maka Pemerintah Kabupaten Bengkyang berusaha memenuhi rasio bidan 
dengan melaksanakan program Pendidikan D-II Kebidanan Kelas khusus 

Bengkayang di Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Yogyakarta 

sebanyak 80 orang (2 angkatan), yaitu pada tahun 2006 memberangkatkan 

40 calon bidan. dan tahun 2007 memberangkatkan lagi 40 calon bidan. Pada 

tahun 2010 ini (sampai bulan September 2010) mahasiswa yang telah lulus 

tersebut dapat memenuhi rasio bidan di Kabupaten Bengkayang untuk 

melayani persalinan ibu hamil dengan baik sehingga di tahun-tahun 

mendatang dapat menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. 

Selain dari itu Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga giat melaksanakan 

pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sehingga diharapkan pada 
tahun 2011  seluruh desa sudah tersedia Poskesdes. 

Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk terjadi peningkatan dari 17 ,8 

persen tahun 200 menjadi 20,8 persen pada tahun 2009 berdasarkan PSG 

(Pemantauan Satuan Gizi) tahun 2009 secara umum prevalensi gizi buruk di 

Kabupaten Bengkayang adalah 3,07 dan gizi kurang 17,78 persen, balita 

dengan gizi buruk menurun dari 3,48 persen pada tahun 2008 menjadi 3,07 

persen pada tahun 2009 dan persentase Kecamatan yang bebas rawan gizi 

meningkat dari 76 persen pada tahun 2008 menjadi 82 persen pada tahun 

2009. Berbagai kemajuan tersebut mendorong peningkatan Angka Harapan 

Hidup (AHH) dari 66,87 pada tahun 2008 menjadi 67 tahun pada tahun 2009. 
l Hal ini menurjukan perbaikan mutu sumber daya manusia di Kabupaten 

Bengkayang. I 
Di sisi, lain, masalah kesehatan masyarakat terutama penyakit menular 

belum tuntas teratasi antara lain: ISPA, malaria, TBC dan HIV/AIDS. 

Berdasarkan data tahun 2009, angka kesakitan malaria (gejala klinis) adalah 
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48,8 per 1.000 penduduk, penderita TBC sebesar 198 per 100.000 penduduk, 
dan jumlah kasbs HIV/AIDS dengan penderita HIV sebanyak 16 orang. 

Pelayahan kesehatan di Kabupaten Bengkayang terutama 
pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan masih rendah dari target baru 

I 
f mencapai 68 persen, persentase desa yang terkena kejadian luar biasa yang 

ditangani dibawah 24 jam mencapai 13 desa dan persentase desa yang 
mencapai ICU, (Universal Child lmunisation ) imunisasi sebesar 54,8 

8mencapai imunisasi 26,1 persen. 

TABEL 11.12 

KONDISI AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2009 

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 2009 

Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas 57 

Penduduk yang Memanfaatkan Rumah Sakit 19 

Persentase Rumah Sakit yang Menyelenggarakan 4 Pelayanan Kesehatan 
0 

Spesialis Dasar 

Persentase Obat Generik Berlogo dalam Persediaan Obat 100 

Surber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 

Pernberdayaan Pemuda dan Prestasi Olahraga; Pembangunan 

pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di 
Kabupaten Bengkayang selama tahun 2005-2010 telah mencapai kemajuan 

yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan pemuda 
dan olahraga pada periode 2011-2015. 

Berbagai kemajuan yang dicapai di bidang pemuda di antaranya 
meningkatnya peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. 

; 

Hal ini ditunjukkan antara la in :  (1) meningkatnya angka partisipasi murni (APM) 

pemuda usia 1 6 - 1 8  tahun meningkat dari 35,55 persen pada Tahun 2004 
menjadi 59,98 persen pada tahun 2009; (2) menurunnya tingkat pengangguran 
terbuka (TPT) pemuda dari 4,02 persen pada tahun 2009 menjadi 3 , 2 1  persen 
pada tahun 2 0 1 0.  

Kemajan pembangunan di bidang olahraga antara lain diperlihatkan 
dengan meninJkatnya budaya dan prestasi olahraga yang ditandai dengan 
tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga 
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• 

terutama di sat~an pendidikan sesuai data 65 persentase penduduk berumur 10 
tahun ke atas tang melakukan olahraga di sekolah meningkat dari 60 persen 
pada tahun 2019 menjadi 75 persen pada tahun 2010. 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

Pemberdayaan1 perempuan dalam pembangunan Kabupaten Bengkayang 
selama tahun 2010 mencapai kemajuan baik di bidang kesehatan, pendidikan, 
ekonomi, maupun dalam bidang politik dan jabatan publik. 

Berdasarkan data Sakernas di bidang ekonomi peningkatan akses 
lapangan kerja bagi perempuan ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) sebesar 55,87 persen pada tahun 2009 menjadi 59,08 persen 
pada tahun 2010. Peran perempuan dalam jabatan publik berdasarkan data 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang terdapat peningkatan 
partisipasi perempuan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terutama dari 
partisipasinya dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 2009 persentase 
perempuan yang menduduki jabatan eselon II sampai eselon IV masing-masing 
sebesar 4 persen; 9,3 persen; dan 18,9 persen. Pada tahun 2010 persentase 
tersebut untuk eselon II sampai eselon IV, masing-masing sebesar 4 persen; 

8,9 persen; dan 17,9 persen. Terjadinya penurunan persentase ini disebabkan 

karena adanya peningkatan jumlah jabatan struktural yang ada di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 

02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. 
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GRAFIK 11.2 

TINGKAT PARlilSIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) KABUPATEN BENGKAYANG 

MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2007-2010 

E L  ;  E P  L  Total 

Sumber: BPS Bengkavang, Sakernas Agustus 2007-2010 

Pemberdayaan perempuan di bidang politik ditandai dengan 
t 

peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif dari 4 persen pada 

tahun 2004 menjadi 10 persen pada tahun 2010. Tantangan lima tahun ke 

depan yaitu meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, 

jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi serta membuka akses dalam 

penguasaan terhadap sumber daya pembangunan. 

Permasalahan yang juga dihadapi pada periode 2011-2015 yaitu 

memberikan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan 

dengan memperbanyak jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan 

korban kekerasan yang lebih memadai. 

Keberhasilan pembangunan perlindungan anak dalam memenuhi hak 

tumbuh kembang dan kesejahteraan anak ditunjukkan dengan capaian 

pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan yang semakin baik, serta 

menurunnya jumlah pekerja anak. Pada tahun 2009 jumlah anak berusia 0-19 

tahun di Kabupaten Bengkayang sekitar 99.626 jiwa, atau sekitar 47,46 persen 

dari total penduduk. Sementara itu, jumlah anak usia dini (0-4 tahun) pada 

tahun 2009 yaitu sekitar 28.835 jiwa atau 13,74 persen dari total penduduk. 
Permasalahan yang masih dihadapi dalam perlindungan anak terutama 

belum terpenuhinya kebutuhan esensial anak yang mencakup berbagai 
stimulasi dini dan pelayanan tumbuh kembang anak untuk kesiapan belajar 
dalam memasuki jenjang sekolah dasar; derajat kesehatan dan gizi anak; 
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pengasuhan dan perlindungan anak; serta membuka akses dalam 
mendapatkan plendidikan dan pelayanan kesehatan. 

Pelestlrian Budaya; Proses interaksi budaya akibat kemajuan 
I 

teknologi komunikasi dan informasi memberikan pengaruh positif terhadap 
perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku masyarakat namun 
juga menimbulkan pengaruh negatif seperti semakin memudarnya 
penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, 
kekeluargaan, rasa cinta tanah air, serta berbagai perilaku yang tidak sesuai 
dengan nilai, norma, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Dengan 
demikian tantangan lima tahun ke depan yaitu memelihara dan melestarikan 
nilai-nilai tradisi luhur seperti rasa tenggang rasa dan toleransi dalam 
masyarakat serta nilai keramahtamahan. 

Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki fungsi yang sangat 
penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi 
terhadap keragaman budaya, yang adaptif terhadap pengaruh positif budaya 
global untuk kemajuan bangsa. Tantangan ke depan adalah peningkatan upaya 
perindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai 
sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka 
menngkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kehidupan Beragama; Agama sebagai sistem moral dan etika 
idealnya dapat menuntun masyarakat kepada kehidupan yang bermoral dan 
berbudi luhur. Pembangunan bidang agama adalah upaya untuk memenuhi 
salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam pembangunan 
di bidang agama masih diperlukan upaya untuk peningkatan pengetahuan dan 
pemahaman nilai-nilai ajaran agama pada masyarakat sehingga menjadikan 
agama sebagai motivasi dalam pembangunan. 

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memberikan pelayanan dan 
fasilitasi kepada umat beragama dalam menjalankan aktivitas keagamaannya 
dengan mudah dan aman. 

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 
Daya saing daerah adalah kemampuan memadukan factor kondisi 

lingkungan ekonomi daerah, kualitas kelembagaan public, sumber daya 
' aparatur, sertajmasyarakat yang secara keseluruhan membangun kemampuan 

daerah untuk memperkokoh posisi daerah. Salah satu aspek penting dalam 
membangun daya saing daerah adalah memperhatikan potensi daerah yang 
ada. Potensi d~erah pada dasarnya adalah sumber-sumber alam, sumber daya 
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buatan dan rembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. lnd ikator makro yang d igunakan  untuk men i la i  kema'mpuan daya sa ing daerah berbasis kompetensi  adalah 
', Laju Pertumbuhan Ekonomi  (LPE) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .  Selama tahun 2006-2010, laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bengkayang yang didasarkan pada perkembangan Produk 
I Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 selalu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang tahun 2009 tercatat adalah sebesar 4,5 persen. 

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 yang sebesar 
5 , 5 7  persen. I n i  berarti bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun 2008. Adanya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi ini seiring dengan adanya krisis ekonomi global yang berimbas pada perekonomian Indonesia. Meskipun d e m i ki a n ,  laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Bengkayang diperkirakaan akan mengalami percepatan pada tahun 2 0 1 0  mengingat perekonomian nasional 
m u l a i  p u l i h ,  yaitu mencapai 4 , 6 3  pada tahun 2 0 1 0 .  Lebih jelas dapat dilihat 
pada grafik 1 1. 3 .  

GRAFIK 11.3 

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BENGKAYANG 

TAHUN 2006- 2010 

'  ..j 4,63 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

2009 2010 

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2011 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Kabupaten Bengkayang 
atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 adalah sebesar 2 . 1 4 6 . 1 8 4, 2 1  juta rupiah dan m:eningkat menjadi 2.356. 204 ,92 juta rupiah pada tahun 2010.  
Hal ini berart bahwa pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku yang 
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- - : : : : : . : z  
2009 adalah sebesar 1 . 1 14 .635 ,38 juta rupiah dan naik menjadi 
1 . 166 . 187 ,32 juta rupiah pada tahun 2010 .  Berdasarkan PDRB atas dasar 
harga konstan' 2000, perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 
201 0 tumbuh sebesar 4,63 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang mengalami 
sedikit peningkatan. Besarnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 
adalah sebesar 4,5 persen. 

Jika dilihat per sektornya maka sektor yang memberikan kontribusi 
terbesar pada PDRB Kabupaten Bengkayang adalah sektor pertanian diikuti 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kontribusi sektor pertanian pada 
PDRB Kabupaten Bengkayang tahun 201 0 adalah sebesar 47,24 persen 
sedangkan sektor perdaga-ngan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi 
sebesar 25,24 persen pada tahun 2010 .  Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bengkayang masih 
bersifat agraris karena kontribusi sektor tersebut paling besar dibanding 

dengan sektor yang lain. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 

sektor perekonomian yang mempunyai kontribusi pada PDRB Kabupaten 

Bengkayang masih relatif sama . 
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BAB Ill 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

i 
Permasalahan Pembangunan Daerah 

Berdasarkan kondisi gambaran umum Kabupaten Bengkayang 

sebagaimana diuraikan pada bab II, maka identifikasi permasalahan­ 

permasalahan pembangunan yang didahapi dalam jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun adalah sebagai berikut: 

1 .  Permasalahan Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 
. 

Identifikasi permasalahan pembangunan terkait dengan geomorfologi 

dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut : 

1 .  Kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang terus menurun; 

2. Sosialisasi mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan lahan yang kurang 

dilakukan secara intensif kepada masyarakat; 

3. Kebijakan yang ada masih lemah dalam mendukung kelestarian fungsi 

lingkungan hidup; 

4. Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak kriminal di bidang 

lingkungan hidup; 

5. Minimnya prasarana dan sarana penunjang kegiatan pelestarian 

lingkungan hidup; 

6. Minimnya sumberdaya manusia yang peduli terhadap lingkungan hidup. 

2. Permasalahan Demografi dan Kependudukan 

ldentifikasi permasalahan pembangunan terkait dengan Demografi 

dan Kependudukan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya rasio beban ketergantungan; 

2. Meningkatnya rasio kerusakan lingkungan; 

3. Meningkatnya rasio kebutuhan prasarana dan sarana pemukiman 

3. Permasalahan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

1 .  Pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam dimasa 

mendatang dihadapkan pada tantangan yang masih cukup berat. Kondisi 
kemiskinan dan pengangguran akan tetap menjadi beban pembangunan 

daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejateraan dan kualitas 
' hidup masyarakat; 

1 
' 

1 
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• 

I 2. Infrastruktur ekonomi yang belum memadai akan menghambat atau kurang mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan 
k .I pere onomrn. 

4. Permasalahan Bidang Sosial, Budaya dan Politik 

ldentifik'asi permasalahan pembangunan terkait dengan Bidang Sosial, Budaya dan Politik adalah sebagai berikut : 
1 .  Keluaran pendidikan belum mampu menjawab secara nyata kebutuhan 

I lapangan kerjalpasar; 
2. Belum meratanya pelayanan kesehatan dalam menuju Indonesia sehat. 3. Rendahnya daya tahan masyarakat terhadap krisis ekonomi; 
4. Lemahnya fungsi institusi politik dan komunikasi politik baik yang berada 

pada suprastruktur politik maupun yang berada di tataran infrastruktur politik; 

5. Masih terdapat fenomena primordialisme dalam proses politik. 

5. Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana 

ldentifikasi permasalahan pembangunan terkait dengan Bidang 
Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut : 

1 .  Kondisi alam dan luas wilayah memerlukan pembiayaan infrastruktur 

jalan dan jembatan yang besar; 

2. Rendahnya minat investasi di bidang telekomunikasi; 

3. Kecenderungan kerusakan lingkungan makin meningkat menjadi ancaman bagi ketersediaan air baku; 
4. Keterbatasan energi listrik akan menghambat akselerasi proses pembangunan;  

5. Rendahnya pelayanan air bersih; 

6. Rendahnya pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase); 

7. Kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan yang perlu mendapat 

perhatian. 
6. Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum 

ldentifikasi permasalahan pembangunan terkait dengan Bidang 

pemerintahan umum adalah sebagai b e ri k u t :  

a. Penataan kelembagaan belum dapat menerapkan prinsip-prinsip e­ governance, secara optimal; 
I  

I  
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i 
I b. Tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih rendah dan 

pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan dana untuk menambah 
pendapatan\aparatur secara signifikan; 

c. Sumber Daya Aparatur belum memadai baik dalam hal kuantitas dan 
kualitas menuju good governance; 

d. Masih rend~hnya kualitas sumber daya masyarakat, menyebabkan belum 
' terbangunnya civil socity yang menyulitkan penyelenggaraan good 

governance. 

7. Permasalahan Khusus Kawasan Perbatasan 

ldentifikasi permasalahan pembangunan terkait dengan kawasan 

perbatasan antar negara adalah sebagai berikut: 

1 .  Rendahnya upaya penegakan supremasi hukum khususnya di kawasan 
perbatasan seperti ilegal logging, penyelundupan, TKI ilegal, pelindung 

batas, tindak kriminal; 

2. Rendahnya efektivitas ekonomi di wilayah perbatasan, belum 

terkelolanya sumber daya alam secara efektiv dan efisien serta 
terjadinya kerusakan lingkungan. Rendahnya produktivitas dan tingkat 
kesejahteraan masyarakat dikarenakan rendahnya derajat pendidikan, 

kesehatan, kesejahteraan sosial; 

3. Kurangnya perasarana dan sarana pendukung bagi pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat baik transportasi, pendidikan , 

kesehatan, komunikasi, kelistrikan/penerangan, air bersih serta 
infrastruktur di wilayah terisolir, perbatasan, pedalaman, kepulauan dan 
pesisir; 

4. Adanya anggapan sulitnya memindahkan faktor-faktor produksi 

(manusia, bahan baku, uang , teknologi dan mesin) ke daerah tertinggal 
dan terisolir, khususnya wilayah perbatasan akibat terbatasnya 

infrastruktur tersebut; 
5. Belum tersusunnya suatu kebijakan nasional yang memuat arah, 

pendekatan dan strategi pengembangan daerah tertinggal yang bersifat 
menyeluruh yang mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh 

stakeholder daerah tertinggal yang berada di wilayah perbatasan baik di 
' tingkat pusat maupun daerah secara terpadu . 
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3.2. Analisi�1 Lingkungan Strategis 
RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang pada dasarnya bagian integal 

dari Sistem P~rencanaan Pembangunan Nasional (SPSN) yang memuat 
komponen utamha sebagai berikut : 
1 .  Kebijakan pemerintah yang terencana dan sistematis untuk 

mengendalikan dan mengatur proses pembangunan; 
2. Mencangkup periode jangka panjang, menengah dan tahunan; 
3. Menyangkut variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan secara keseluruhan baik langsung maupun tidak 
langsung; 

4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan 
keinginan masyarakat. 

Dengan demikian, dokumen RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang 
adalah perencanaan strategis pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan keinginan 
masyarakat dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang 
ada. 

Gambaran tentang kondisi sosial ekonomi masa datang tidak hanya 

dipengaruhi oleh tendensi dan perkembangan masa lalu, tetapi juga 

ditentukan oeh perubahan lingkungan strategis yang ada. Perubahan 

lingkungan strategis yang dimaksud adalah beberapa perubahan panting 
yang telah atau sedang terjadi yang diperkirakan akan sangat mempengaruhi 

perkembangan di masa mendatang. Sedangkan perubahan lingkungan 
strategis dapat bersifat internal dalam daerah, maupun eksternal yang terjadi 

pada skala nasional maupun internasional. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan RPJP Daerah 
Kabupaten Bengkayang ini sangat dibutuhkan analisis lingkungan strategis 

agar perumusan visi dan misi serta pengerahan pembangunan dapat 
memenuhi harapan dan sasaran yang telah disepakati serta sesuai dengan 

kondisi riil yang dihadapi. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam 

melakukan analisis lingkungan strategis RPJP Daerah Kabupaten 

Bengkayang adalah sebagaimana bagan 3 . 1 .  berikut : 
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Skema Ill 1 Kerangka Pemikiran 
' 

Perumusan RPJP Daerah Kabupaten Kecenderungan global (politik, ' 
• ' 

' 
Bengkayang ekonomi, sosial dan teknologi) ' 

' masyarakat ' • 
' 

• daya saing pesaing ' 
' 
' 

• peluang kerjasama ' 
' 
' 

I I ' Penilaian lingkungan ekstemal 
l v 

' 
' Peluang .- - - - - - - - - - - -  

dan 
- 

Ancaman 

de Sasaran dan 

Analisis Prediksi Arah, Tahapan 
--------  L ingkungan  Kondisi 

Perumusan 
dan Prioritas 

I Vlsi dan 

[Kondisi Saat l n i }»  Identifikasi I Strategis Umum Pembangunan 
' )+b f-. Misi 1----t Permasalahan ' 

Kabupaten Kabupaten Jangka Panjang 
' 

Kabupaten 
. Bengkayang Bengkayang Kabupaten Bengkayang 

Tahun2025 Bengkayang 

A 

A. Permasalahan Geomorfologi dan Kele mah an 
Lingkungan Hidup dan 

B. Permasalahan Demografi dan 
' 

kekuatan 
.. 

Kependudukan 
A 

C. Permasalahan Bidang Ekonomi dan 
I I Sumber Daya Alam Penilaian lingkunqan Internal 

D. Permasalahan Bidang Sosial, 
Kondisi fisik 

Budaya dan Politik • 

E. Permasalahan Bidang Sarana dan • SDA dan lingkungan 

Prasarana • SDM 

F. Permasalahan Bidang • Kondisi ekonomi dan sosial 

Pemerintahan Umum • Prasarana & sarana pembangunan 
G. Permasalahan Khusus Kawasan 

' 
• Strategi kebijakan yang ada 

perhatacan ' Pembangunan daerah sekarang f 

' 
• ' 

t 
t 

' • Kinerja pembangunan f 

t ' 
' ' 
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eksternal dan internal 

melalui identifikasi berbagai 

terhadap lingkungan 

3 . 1 .  tersebut dilakukan 

' 

'! 
Penelaahan 

sebagaimana skema 
I 

faktor dan unsur penentu pembangunan secara sistematis untuk melakukan 

evaluasi dalam lingkup Kabupaten Bengkayang selanjutnya digunakan 
' 

untuk merumuskan strategi pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun. Adapun penelaahan atau analisis tersebut adalah sebagai 

berikut: 

• 

A. Kekuatan (Strength) atau Modal Dasar Pernbangunan 

Beberapa aspek yang rnenjadi modal dasar atau kekuatan dalarn 

penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai 

berikut: 

1 .  Wilayah yang luas, letak yang strategis, ketersediaan sumber daya alam 
dan keanekaragaman hayati merupakan sumber daya pembangunan 
daerah yang sangat potensial; 

2. Kondisi daerah yang kondusif memberikan peluang untuk berjalannya 
proses pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan yang 
tertib dan lancar; 

3. Beragarnnya seni dan budaya masyarakat didukung oleh kondisi 
panorama alam yang indah merupakan potensi untuk pengernbangan 
pariwisata daerah; 

4. Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan negara tetangga 
(Malaysia), memberikan peluang yang besar untuk melakukan hubungan 
kerjasama yang saling menguntungkan terutarna kerjasarna ekonorni, 
sosial dan budaya. 

B. Kelemahan (Weaknesses) 

Beberapa aspek yang menjadi Kelemahan (Weaknesses) dalarn 

penyelenggaraan pernbangunan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai 

berikut: 

1.  Kelemahan Bidang Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 

Kelemahan yang terkait dengan pembangunan geomorfologi dan 

lingkungan hidup adalah sebagai berikut : 

> Lemahnya pengendalian dan rnanajemen pengelolaan lingkungan hidup; 

> Kurangnya sosialisasi mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan lahan; 

Lemahnya kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung kelestarian 

fungsi lingkungan hidup; 

> Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak kriminal di bidang 

lingkungan hidup; 
' I  
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► Kurangnya· prasarana dan sarana penunjang kegiatan pelestarian 
' lingkunganyhidup; 

> Rendahny~ tingkat kepedulian sumberdaya manusia terhadap 
kelestarian lingkungan hidup. 

2. Kelemahan Bidang Demografi dan Kependudukan 

Kelemahan yang terkait dengan pembangunan Demografi dan 
Kependudukan adalah sebagai berikut : 
> tingginya rasio beban ketergantungan; 

Meningkatnya rasio kerusakan lingkungan; 
> Rendahnya kualitas prasarana dan sarana pemukiman 

3. Kelemahan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Kelemahan yang terkait dengan pembangunan Ekonomi dan Sumber 
Daya Alam adalah sebagai berikut : 

Tingginya Kondisi kemiskinan 

pembangunan daerah dalam 
dan pengangguran menjadi beban 

upaya mewujudkan peningkatan 

kesejateraan dan kualitas h idup masyarakat; 

► Kualitas dan kuantitas lnfrastruktur ekonomi yang belum memadai akan 
menghambat atau kurang mendukung pelaksanaan pembangunan dan 
peningkatan perekonomian. 

4. Kelemahan Bidang Sosial, Budaya dan Politik 

Kelemahan yang terkait dengan pembangunan Bidang Sosial, 

Budaya dan Politik adalah sebagai berikut : 

> Kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia belum mampu menjawab 
secara nyata kebutuhan lapangan kerja/pasar; 

► Distribusi pelayanan kesehatan belum merata dalam menuju Indonesia 
sehat. 

> Rendahnya daya tahan masyarakat terhadap krisis ekonomi; 
> Lemahnya fungsi institusi politik dan komunikasi politik baik yang berada 

pada suprastruktur politik maupun yang berada di tataran infrastruktur 
politik; 
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5. Kelemahan Bidang Sarana dan Prasarana 
Kelem~ahan yang terkait dengan pembangunan Bidang Sarana dan 

Prasarana adalah sebagai berikut : 
I 

► Terbatasnya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 
jalan dan jembatan; 

> Kurangnya minat investasi di bidang telekomunikasi; 
> Kecenderungan kerusakan lingkungan makin meningkat menjadi 

ancaman bagi ketersediaan air baku; 
> Keterbatasan energi listrik akan menghambat akselerasi proses 

pembangunan. 

6. Kelemahan Bidang Pemerintahan Umum 

Kelemahan yang terkait dengan pembangunan Bidang Pemerintahan 
Umum adalah sebagai berikut : 

Penataan kelembagaan belum dapat menerapkan prinsip-prinsip e­ 

governance secara optimal; 

Pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan dana untuk menambah 

pendapatan aparatur secara signifikan; 

> Kurangnya Sumber Daya Aparatur baik dalam hal kuantitas dan kualitas 

menuju good governance; 

Masih rendahnya kualitas sumber daya masyarakat, menyebabkan 

belum terbangunnya civil socity yang menyulitkan penyelenggaraan good 
governance. 

7. Kelemahan Pembangunan Kawasan Perbatasan 

Kelemahan yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan 
antar negara adalah sebagai berikut : 
> Kurangnya upaya penegakan supremasi hukum khususnya di kawasan 

perbatasan; 
► Manajemen pengelolaan sumber daya alam belim efektif dan efisien 

serta terjadinya kerusakan lingkungan; 
Rendahnya produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat 
dikarenakan rendahnya derajat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan 
sosial; 
Kurangnya perasarana dan sarana pendukung bagi pembangunan dan 
pertumbuhah ekonomi masyarakat baik transportasi, pendidikan, 

I 

kesehatan, komunikasi, kelistrikan/penerangan, air bersih serta 
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infrastruktur, di wilayah terisolir, perbatasan, pedalaman, kepulauan dan 
pesisir; ' 

> Kebijakan jnasional yang memuat arah, pendekatan dan strategi 
pengembangan daerah tertinggal yang bersifat menyeluruh yang 
mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh stakeholder daerah tertinggal 
yang berad di wilayah perbatasan baik di tingkat pusat maupun daerah 
masih belum tersinkronisasi secara terpadu. 

,, 

C. Peluang (Opportunities) 

Beberapa aspek yang menjadi Peluang (Opportunities) dalam 
penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai 
berikut: 

1. Peluang Bidang Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 

Peluang yang terkait dengan pembangunan geomorfologi dan 

lingkungan h idup adalah sebagai berikut : 

Karakteristik bentang alam yang beragam yang terbagi kedalam Kawasan 

Pesisir Pantai, Kawasan Kepulauan, Kawasan Tengah, dan Kawasan 
Perbatasan-perbukitan merupakan peluang bagi pengembangan berbagai 
usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

► Kawasan Pesisir Pantai yang datar berpeluang bagi pengembangan 

budidaya ikan tambak, rumput laut, pariwisata pantai, dan holtikultura; 

> Kawasan Kepulauan berpotensi bagi pengembangan pariwisata laut dan 
pulau serta produktivitas perikanan tangkap (laut); 

> Kawasan Tengah merupakan kawasan yang berpeluang sebagai sentra 

pertumbuhan kebupaten terutama untuk sektor perdagangan, jasa, dan 
pemerintah; : 

> Kawasan Perbatasan dan Perbukitan adalah kawasan yang berpeluang 
bagi pengembangan perkebunan besar dan perkebunan rakyat, 

pariwisata, agroindustri serta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pasar kerja 

di negara-negara yang tergabung dalam kerjasama Brunai Darussalam, 

Indonesia, Malaysia. Philipina-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA). 

2. Peluang Bidang Demografi dan Kependudukan 

Peluang yang terkait dengan pembangunan Demografi dan 

Kependudukanl adalah sebagai berikut : 

Rcncona Pembangjanjangko Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkay,ng Tahun 2005 - 2025 
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> Pengendalian pertumbuhan dan sebaran penduduk merupakan potensi 
pemerataar pembangunan antar kawasan; 

> Dengan beltambahnya jumlah penduduk diikuti dengan penyediaan 
lapangan k~rja akan menjadi stimulan terhadap pembangunan ekonomi; 

I  

I  

3. Peluang Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Peluang yang terkait dengan pembangunan Ekonomi dan Sumber 
Daya Alam adalah sebagai berikut: 
► Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang sebagian besar 

masyarakatnya hidup dari hasil pertanian dan memiliki kawasan 
budidaya pertanian yang cukup luas, maka berpeluang untuk 

mengembangkan berbagai jenis komoditas pertanian baik tanaman 
pangan , holtikultural, perkebunan dan pengembangan ternak serta 
perikanan; 

Peluang terbukanya pasar regional, nasional dan internasional, 

memudahkan pemasaran produksi yang dihasilkan masyarakat. 

Berkembangnya industri hasil olahan yang berbasis pada komoditas 
lokal; 

► Potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal 

akan menjadi daya tarik bagi para calon investor; 
Ketersediaan sumber air bersih yang melimpah akan berpeluang untuk 

meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan pengelolaan 

air baku secara komersial; 

► Kebijakan pengembangan sektor ekonomi mikro dan menengah serta 
koperasi mendorong peningkatan pembangunan dan perekonomian 
daerah; 

Meningkatkan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata dengan 
memanfaatkan potensi budaya daerah melalui optimalisasi kegiatan 
promosi pariwisata.. 

4. Peluang Bidang Sosial, Budaya dan Politik 

Peluang yang terkait dengan pembangunan Bidang Sosial, Budaya 

dan Politik adalah sebagai berikut : 
Membangun dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas pada 
semua jenjang pendidikan yang berbasis keuangan lokal; 

> Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan 
kesehatan yang merata dan berkualitas; 
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► Terbukanyal lapangan kerja baru yang dapat menyerap pertumbuhan 
angkatan kerja; 

f di e '  d  
>  Kehidupan sosial budaya masyarakat dengan beraneka ragam t ra dis i  1an 

adat istiadat dapat dikembangkan sebagai aset wisata budaya untuk 
I mandatangl<an pendapatan (income) daerah; 
, - Hasil-hasil kerajinan tangan atau karya seni yang melambangkan ciri 

khas budaya daerah dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya 

saing; 
Kebudayaan masyarakat akan kesadaran terhadap pelestarian 

lingkungan hidup dapat terus dikembangkan untuk mengoptimalkan hasil 

guna lingkungan sekitar yang masih potensial; 

> Kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang harmonis bisa 

dikembangkan terus untuk menciptakan kondisi yang slabil dan dinamis 

dalam menarik minat investor domestik dan asing; 

> Terbangunnya budaya politik yang bertandaskan pada prinsip-prinsip 

demokrasi dan semangat multikulturalisme, tentunya selama 20 tahun ke 
4 

depan akan dapat meminimalisir secara signifikan mengentalnya 

fenomena etnisitas dan primordialisme dalam proses rekrutmen politik di 

daerah, serta dapat menghilangkan adanya saling kecurigaan politik yang 
berbasis pada kelompok primordial yang bisa men imbu lkan ketengangan 
politik secara laten ditengah masyarakat; 

> Apabila budaya demokrasi sudah sepenuhnya menjadi referensi perilaku 

politik elit dan masyarakat di daerah, maka ke depan segala bentuk 
tindakan yang anarkis, memaksa kehendak atas nama kepentingan 
kelompok dengan sendirinya akan dapat diminamalisir secara signifikan; 

> Kemampuan pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menciptakan 
sinergisitas baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, sinergis antara 

' lembaga atau unit kerja dan semua stakeholder serta membangun 
kerjasama antara daerah Kabupaten akan dapat membantu akselerasi 
pembangungan daerah dan awasan. 

5. Peluang Bidang Sarana dan Prasarana 

Peluang yang terkait dengan pembangunan Bidang Sarana dan 
Prasarana adalah sebagai berikut : 
► Menigkatkan1 kualitas jalan dan jembatan yang ada dan membuka poros 

jalan baru yang menghubungkan antara kawasan; 
' 

Menigkatkan jaringan telekomunikasi sampai ke daerah-daerah terpencil; 
38 
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> Memperluas ijaringan pipa dan jumlah pelanggan PDAM yang dapat 
menjangkau masyarakat luas; 

> Sumberdaya air yang melimpah potensial untuk pengembangan 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); 
Pembangunan jalan baru untuk pengembangan wilayah baru dan 

I meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 
I 

6. Peluang Bidang Pemerintahan Umum 
#  Peluang yang terkait dengan pembangunan Bidang Pemerintahan 

Umum adalah sebagai berikut : 

Peningkatan kapasitas ke\embagaan dalam menjawab tuntutan publik 
yang semakin kompleks; 

► Peningkatan kualitas da kompetisi sumber daya aparatur yang didukung 
adanya kebijakan e-government dalam menjalankan fungsi dan tugasnya; 

► Telah adanya RTRW kabupaten dalam pembangunan daerah berpeluang 
dalam pembangunan daerah terselenggara secara tertib jika kebijakan 

tersebut dilaksanakan secara konsisten; 

Adanya pemekaran kecamatan berpeluang rentang kendali yang tidak 

terlalu jauh, pelayanan publik yang optimal dan pemerataar pelayanan 
pemerintah. • 

I 

7. Peluang Pembangunan Kawasan Perbatasan 
I 

Peluang yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan 

antar negara adalah sebagai berikut : 

> Kekayaan sumber daya alam di kawasan perbatasan dapat digunakan 
untuk memperkuat daya tahan masyarakat, menjadi sumber daya 

I ekonomi masyarakat, dan menjadi modal dasar untuk mempercepat 
pembangunan daerah; 

► Sebagai oyt-let untuk mamasarkan hasil kegiatan produksi lokal dan 
nasional secara langsung ke pasar di wilayah negara tetangga; 

> Potensi k~kayaan alam kawasan perbatasan berpeluang menjadi 
penggerak kegiatan ekonomi wilayah. 

\ 
I 

D. Ancaman (Threat) 

Beberapa aspek yang menjadi Ancaman (Threat) dalam 
' • penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai 

berikut : 
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1.  Ancaman lidang Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 
Ancaman yang terkait dengan pembangunan geomorfologi dan 

lingkungan hidp adalah sebagai berikut : 
I 

Pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak memperhatikan kelestarian 
' fungsi lingkµngan hidup dapat mengancam ekosistem pantai dan laut; 
I 

> Pengelolaah kawasan kepulauan yang kurang serius terutama 
berkenaan dengan tapal batas laut (Buondaries) dapat mengancam 
batas laut yang diklaim oleh provinsi atau kabupaten lain; 

I Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pulau dan laut untuk kepentingan 

pembangunan jika tidak terkendali dapat mengakibatkan rusaknya 
ekosistem laut; 

> Pada Kawasan Tengah terjadinya perubahan tekstur tanah sebagai 
akibat dari perkembangan pemikiman yang tidak terkendali. Pengalihan 
fungsi kawasan hijau untuk kegiatan perdagangan dan industri; 

Lemahnya aturan (Kebijakan) dan tidak tegasnya aparat dalam 
menindak pelaku aktivitas illegal logging, illegal m ining, illegal fishing, 

illegal trading, dan Trafficking akan menimbulkan permasalahan; 

> Wilayah fronteir (daerah perbatasan) jika tidak terkelola dengan baik 
potensi sumberdaya alam yang tersedia dapat tersedot oleh negara lain. 

2. Ancaman Bidang Demografi dan Kependudukan 
Ancaman yang terkait dengan pembangunan Demografi dan 

Kependudukan adalah sebagai berikut : 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali; 

> Sebaran penduduk tidak merata dalam setiap wilayah menyebabkan 

kesenjangan pembangunan antar kawasan; 

> Dengan bertambahnya jumlah pendududk tanpa diikuti dengan 

penyediaan lapangan kerja akan menimbulkan ancaman pengangguran; 

> Dengan bertambahnya jumlah penduduk tanpa diikuti dengan 
peningkatan pendapatan akan menimbulkan ancaman kemiskinan; 

> Dengan bertambahnya jumlah penduduk tanpa diikuti dengan 

penegakan' hukum akan menimbulkan ancaman ketertiban dan 
keamanan.; 

3. Ancaman Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 
I 

Ancaman yang terkait dengan pembangunan Ekonomi dan Sumber 
, 

Daya Alam adalah sebagai berikut: 

Rencana PembangunLJangka Panjang Dae rah (RPJPD) Ka bu paten Bengkayang Tahun 2005- 2025 
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► Pembangu!an bidang ekonomi akan dihadapkan pada situasi ketatnya 
persaingan, ekonomi antar daerah dan antar kawasan sebagai 
konsekwensi dari terbukanya arus informasi dan mobilitas sumber daya 
ekonomi; I . .  

>  Jika pengelolaan sumber daya alam hanya bertumpu pada prioritas 
ekonomi dan mengabaikan aspek lingkungan dan sosial, maka akan 
dapat menimbulkan masalah pembangunan. Jika peningkatan sumber 
daya manusia tidak segera dilaksanakan, maka lapangan pekerjaan 
yang ada !akan dimanfaatkan/diisi oleh tenaga-tenaga terampil dari 
daerah lain; 

> Masuknya investor dapat menjadi ancaman bagi UKM dan koperasi 
apabila tidak didukung oleh regulasi yang tidak sinergis; 

> Meningkatnya sektor pariwisata tanpa adanya batasan dan perlindungan 
terhadap budaya lokal akan berdampak pada degradasi budaya, adat 
istiadat dan kearifan lokal. 

4. Ancaman Bidang Sosial, Budaya dan Politik 

Ancaman yang terkait dengan pembangunan Bidang Sosial, Budaya 
dan Politik adalah sebagai berikut : 
> Pertumbuhan penduduk yang relatif lebih tinggi yang tidak diimbangi 

dengan perdapatan, kesehatan dan etos kerja yang baik; 
I 

> Teknologi informasi yang berkembang dengan pesat tanpa diiringi 
dengan pendapatan, kesehatan dan etos kerja yang baik; 
Tingkat kemiskinan, pengangguran dan buta huruf yang sulit untuk 
diatasi dengan kecenderungan meningkat; 
Terjadinya krisis sosial; 

' 

> Menurunya kapasitas institusi politik; 
> Melemahnya semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan dapat 

merusak dan menghargai keberagaman sosial, politik dan budaya yang 
ada di masyarakat; 
Arah otonomi daerah yang tidak jelas dimana pemberdayaan 
masyarakat, prakarsa dan kreativitas , partisipasi masyarakat tidak 
te,keodaH. i 

5. Ancaman Bidang Sarana dan Prasarana 

' Ancaman yang terkait dengan pembangunan Bidang Sarana dan 
Prasarana adal�h sebagai berikut : 
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► lnfrastruktut jalan yang belum memadai menghambat pembukaan 
isolasi daerah dan pemerataan pembangunan; 

> Minimnya I sarana telekomunikasi akan menghambat proses 
pembanguran; 
Terjadinya kerusakan lingkungan akan menurunkan secara kualitas dan 

' uantitas sumber daya air; 
' 

> Rendahnya daya listrik yang tersedia akan mengakibatkan terganggunya 
berbagai sektor pembangunan. 

6. Ancaman Bidang Pemerintahan Umum 

Ancaman yang terkait dengan pembangunan Bidang Pemerintahan 
Um u m  adalah sebagai berikut : 
► Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas 

semakin tinggi, jika tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah dapat 
berakibat rasa apatis, partisipasi masyarakat yang rendah; 

> Jika pemerintah di era otonomi tidak dilaksanakan secara good 
governance menumbuh-kembangkan kolusi, korupsi dan nepotisme sulit 
dibendung terutama pada sektor pemerintahan u m u m .  

7. Ancaman Pembangunan Kawasan Perbatasan 

Ancaman yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan 
antar negara adalah sebagai berikut : 
> Degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan. 

> Orientasi sistem dan nilai ekonomi masyarakat pada sistem ekonomi 
negara tetangga. 

> Ketidak seimbangan arus informasi yang diterima masyarakat 

perbatasan. 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Pemerintah K~bupaten Bengkayang periode 2005 - 2025 mengandung 

T 

pernyataan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah yang susunannya 
mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. RPJP Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bengkayang disusun untuk mengantisipasi 
perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin 
komplek. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan terencana, 

konsisten dan; berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas 

kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (ultimate outcame) yang 

diharafkan. Meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good Gpvernance) yang disertai penyelenggaraan 

pelayanan publik yang prima, perlu didukung kesiapan sumber daya yang 

handal baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, serta 

penyediaan sarana dan prasarana pemerintah yang memadai. 

Menghadapi era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, 

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mempersiapkan sumber daya manusia 
yang berkualitas, mengembangkan infrastruktur serta menggali potensi­ 

potensi keuangan daerah, agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa 

mengupayakan perubahan ke arah perbaikan, serta mengarahkan anggota 
organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan, membangun 
operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran 
keberhasilan dan kegagalan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang menetapkan Visi dan Misi yang hendak dicapai dan 
mengarahkan 'seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk 
mewujudkan Visi dan Misi tersebut. 

4.1. Visi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang berisikan cita 
I 

dan citra yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh instansi pemerintah, 
merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana 

I pemerintah Kabupaten Bengkayang dibawa dan berkarya agar konsisten, 
1 

eksis, antisivatif, inovatif serta produktif. Visi yang ditetapkan dapat memberi 
43 
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motivasi kepada seluruh pegawai (pejabat dan staf), kalangan dunia usaha, 
dan masyarak~t untuk secara bersama-sama meningkatkan kinerja dalam 
rangka mewujudkan visi tersebut. 

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa 
f 

depan, yang brsifat memberi inspirasi dan inovasi kepada pihak-pihak yang 
memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. 

Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat dibuat suatu 
pengertian mengenai visi adalah suatu pernyataan yang merupakan 
ungkapan atau artikulasi citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang 

realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki 
aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. 

Visi yang sudah ditetapkan perlu ditanamkan pada setiap unsur 
organisasi dan masyarakat sehingga menjadi visi bersama (shared vision) 

yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala 
sumber daya yang ada untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas, 

produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang semakin sejahtera 
dalam pembangunan yang berkelanjutan di dorong oleh perkonomian yang 
makin maju, mandiri dan merata di seluruh wilayah didukung oleh 

penyediaan infrastruktur yang memadai serta memperkokoh persatuan dan 
kesatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara 

demokrastis dan menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum. Dalam 

mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan 

Pemerintah Kabupaten Bengkayanga menetapkan visi sebagai berikut: 

" TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKA YANG SEBAGAI BE RANDA 
' 

DEPAN NKRI YANG SEJAHTERA BERDASARKAN NILAI-NIL AI AGAMA, 

BUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN" 

Makna · yang terkandung di dalam visi sangat tergantung pada 
beberapa kata kunci yang terdapat di dalam visi. Ada beberapa kata kunci, 

yaitu "BerandaDepan NKRI, Masyarakat Sejahtera, Nilai-Nilai Agama, Dan 
I 

Berwawasan Lingkungan". Beberapa kata kunci ini perlu kiranya dijelaskan 
agar terjadi kesepahaman atau kesamaan persepsi diantara beragam 

\ stakeholder di daerah maupun nasional. 
' 

I 
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a. Beranda D~pan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) 
Beranda Depan NKR! adalah kawasan yang secara geografis 

berbatasan dehgan negara tetangga Malaysia, dalam hal ini mencakup 
Kabupaten Kebupaten Bengkayang yang menunjukkan gambaran tentang 
kondisi wilayah!serta Jatidiri Bangsa Indonesia yang bermartabat. 

• 
I b. Masyarakat Sejahtera 

Masyarakat sejahtera artinya terwujuodnya masyarakat yang dapat 
memenuhi kebtuhan hidup lahir batin yang ditandai dengan meningkatnya 
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. 

c. Nilai-Nilai Agama 
' 
' Nilai-nilai agama artinya nilai yang digunakan untuk menciptakan 

adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akherat, jasmani dan 
rohani, lahir dan batin serta material spiritual. Nilai agama harus dijadikan 
sebagai sumber motivasi, inspirasi dan pedoman bagi masyarakat 

Kabupaten Bengkayang dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, 
hukum, sosial, budaya, IPTEKS, lingkungan dan keamanan ketertiban. 

d. Nilai-Nilai Budaya 
Nilai-nilai budaya artinya nilai yang digunakan untuk tatanan 

kehidupan sosial dan pemerintahan yang sinergis dan harmonis. Nilai 
budaya ini sebagai jiwa yang mewarnai penyelenggaraan otonomi daerah 
dengan berpegang pada kearifan lokal didalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 

e. Berwawasan Lingkungan 
Berwawasan lingkungan artinya dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan selalu mengedepankan kelestarian fungsi lingkungan hidup 
guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat. 

4.2. Misi Pemerintah Kabupaten Bengakayang Tahun 2005 - 2025 
Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan 

pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan ini 
merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan 

I 

Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti 
I efek global otonomi daerah. 
j +s 
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Misi adalah gambaran sesuatu yang akan dilakukan dalam rangka 
i pencapaian visi, agar tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang d~pat berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dari 
visi, untuk mehgarahkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 

' rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Misi juga 
menggambarkan tugas-tugas yang diemban Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan 

undang-undang. 

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakan seluruh 

komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta 
masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada 
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi 
Kabupaten Bengkayang seperti yang telah disebutkan di alas, diperlukan 
misi yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, 

dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sebagai 
berikut: 

1). Mewujudkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan 

berwawasan lingkungan (Green Economy) berdasarkan potensi 

daerah melalui pengembangan prasarana dasar dan kawasan 

perbatasan; 

2). Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SOM) melalui 
'  

pemerataan pendidikan, penguasaan llmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK), kesehatan serta kesejahteraan sosial; 

3). Mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan menjunjung tinggi 

supremasi hukum, nilai-nilai budaya, kerukunan hidup umat 

beragama dan mendorong kehidupan yang demokratis; 

4). Mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah, pendayagunaan 

perencanaan, pengawasan, dan mendorong akuntabilitas guna 

mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas . 
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BABV 
'  
'  ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKAYANG 
I TAHUN 2005 - 2025 
L 

l 

5.1. Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 

' Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional 
I 

harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk 
I mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas dan potensi 

wilayah/kawasan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung 

adanya prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk pendayagunaan 

pengawasan serta koordinasi pembangunan. Kemampuan daerah dalam 

manajemen dapat lebih mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah dan 

kemampuan daerah dalam rangka mendukung sumber-sumber penerimaan 

daerah. Kerjasama antar daerah dan bahkan internasional dalam rangka 

pembangunan daerah dan kawasan perbatasan perlu terus ditingkatkan agar 

daerah-daerah dalam satu wilayah pembangunan dapat tumbuh serasi dan 

mampu memecahkan masalah-masalah wilayah secara bersama-sama. 

Pemerataan pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan 

dibutuhkan kebijakan pembangunan daerah yang mengedepankan atau memprioritaskan pengembangan kecamatan, desa, dan kelurahan yang 

tertinggal, kurang berkembang, dan terisolir. Upaya ini penting dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan persebaran penduduk yang tidak merata dengan kecamatan, desa, dan kelurahan lain. 

5.1 .1 .  Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 Dalam rangka mancapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 maka tujuan dan sasaran pokok 

pembangunan berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 
1). Misi Pertama 

. i berbasiskan' bertujuan 

kerakyatan 

untuk mewujudkan perekonomian 

berdasarkan potensi daerah 

yang 

melalui pengembangan prasarana dasar dan kawasan perbatasan, dengan sasaran pok\k sebagai berikut : 
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a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan 
ekonomi lokal, serta meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan 
umum; 

b. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

c. MenjadikKan Kabupaten Bengkayang sebagaikawasan yang menarik 
untuk investasi dan penanaman modal; memutus keterisolasian daerah 
baik dari'segi transportasi maupun informasi; 

r d. Mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda depan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan pusat 
pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembangan 
sektor unggulan. 

2). Misi Kedua ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya manusia 
yang sehat, cerdas produktif dan berakhlak mulia, dengan sasaran pokok 
dan arah kebijakan sebagai berikut : 
a. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas difokuskan pada 

pengembangan sumberdaya manusia di daerah untuk menguasai ilmu 
,' 

pengetahuan dan teknologi, meningkatkan profesionalisme dan 
kompetensi aparatur; 

b. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan memperluas kesempatan 
untuk memperoleh pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi menuju terciptanya SOM Kabupaten Bengkayang yang 
berkualitas melalui peningkatan anggaran pendidikan dalam APBD. 
Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar 
sekolah sebagai pusat pembudidayaan nilai, sikap, dan kemampuan 

'  

serta meningkatkan peran keluarga dalam masyarakat dengan 
didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; 

c. Pemerataan kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kualitas 
f sumberdaya manusia dan lingkungan dengan paradigma sehat yang 

memberikan prioritas pada peningkatan kesehatan, pencegahan, 
penumbuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan 

, 

sampai : usia lanjut. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang 
' kesehatan termasuk penyediaan obat terjangkau oleh masyarakat; 

d. Pemerataan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memberikan 
perlindutgan dan pelayanan kepada orang sakit, cacat, lanjut usia, dan 
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penyandlng masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya melalui pemberdayaan, penyuluhan, bimbingan, bantuan dan jaminan sosial. 
3). Misi KetigJditetapkan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan teg~knya supremasi hukum yang mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat, dengan 

sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut : a. Menjagaj keamanan dan ketertiban ditujukan untuk menciptakan kondisi 
yang kordusif dengan tegaknya supremasi hukum yang mencerminkan 

, kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. 
b. Mewujudkan kesadaran budaya dan peranan nilai-nilai politik yang 

demokratis terutama penghormatan terhadap hukum dan HAM, nilai­ 
nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik. 

c. Menjagal kerukunan hidup antar umat beragama dalam rangka mewujudkan pengamalan Pancasila secara konsekwen dalam 
kehidupan masyarakat dengan meningkatkan mutu keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.. 

I  
!  

'· 4). Misi Keempat ditetapkan bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah 
yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas, dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui 
restrukturisasi birokrasi, perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas; 

b. Meningkatkan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah 
melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur terkait 
dengan pengumpulan/pengkajian data dan informasi tentang kebijakan dan penanganan masalah pelayanan umum oleh aparatur pemerintah 
daerah ' kepada  masyarakat yang ada saat ini serta 
perumusan/penyusunan standaritas pelayanan umum; 

I  

c. Optimalisasi pelayanan publik didukung oleh peningkatan 
f 

pendayagunaan sistem perencanaan, pengendalian, dan pengawasan 
' serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan 
p 

pelayanan kepada masyarakat. 
. 

' 
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Tabel 5.1.  

Sasaran Utama Pembangunan RPJPD 

Kabupaten Bengkayang 2005-2025 

'") I SASARAN 

NO PEMBANGUNAN Awai 
Target 2020 Target 2025 Target 2010 Target 2015 

2005 
. 

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 9,07 4,00-5,00 5,55-6,55 6,55-7,00 7,00-7,55 I 
2 Tingkat Pengangguran (%) 7,30 3,55-3,00 3,00-2,55 2,55-2,00 2,00-1,55 

3 Tingkat Kemiskinan (%) 13,63 8,00-7,55 7,00-6,55 6,00-5,55 5,00-4,55 

lndeks Pembangunan 
72,00-72,99 74,00-74,99 4 64,60 67,00-67,99 69,00-69,99 

Manusia (1PM) 
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5.1.2. Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 

Bengkayang Tahun 2005- 2025 

Arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan 

penjabaran yang lebih konkrit dari misi dan sasaran pokok yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan berisikan kondisi dan 

hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode perencanaan dalam bidang dan 

aspek tertentu guna mewujudkan visi pembangunan secara keseluruhan. 

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2005 ­ 

2025 berdasarkan bidang dan aspek utama adalah sebagai berikut : 

A. Bidang Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 

Arah kebijakan pembangunan RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang 

Tahun 2005 - 2025 bidang Geomorfologi dan Lingkungan Hidup adalah 

sebagai berikut : 

1 .  Mengimplementasikan pembangunan sesuai tata ruang secara konsisten. 

2. Memanfaatkan sumber daya kawasan pesisir pantai, kawasan kepulauan, 

kawasan tengah dan kawasan perbatasan-perbukitan secara optimal 

dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi 
l 

lingkungan hidup. 

3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum oleh 

aparat terh~dap aktifitas yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan 
hidup. l 

I  
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4. Menumbuh kembangkan kembali budaya kearifan lokal dalam 

pengelolaan lingkungan. 

8. Bidang Demografi dan Kependudukan 
l 

Arah kebijakan pembangunan RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang 

Tahun 2005 - 2025 bidang Demografi dan Kependudukan adalah sebagai 

berikut: 
I  

1 .  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu 
I 

mengantisipasi perubahan dan tantangan global. 

2. Menyeimbangkan persebaran penduduk dalam rangka pemanfaatan 

sumber daya yang tersebar untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

memperkokoh ketahanan wilayah. 

3. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga 

berencana dan kesehatan. 

C. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Arah kebijakan pembangunan RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang 

Tahun 2005 - 2025 bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam adalah sebagai 
berikut: 

a. Pertanian 

I .  Meningkatkan ketahanan pangan yang diarahkan dengan pola 

Diversivikasi Pangan dan Gizi,Peningkatan hasil produksi pertanian 
dengan menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. 

2. Meningkatkan kualitas . Sumber Daya Manusia ( S D M ) da lam  
pelaksanaan pembangunan pertanian yang berorientasi agroindustri 
dan agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. 

' 3. Memanfaatkan kelembagaan yang tersedia untuk mewujudkan 
pelaksana pembangunan pertanian (pelaku usaha dan pelaku utama) 
yang kuat dinamis, mandiri,  dan berdaya saing. 

4. Mengembangkan komoditas unggulan dan diversifikasi produk dengan 

menggali potensi wilayah secara optimal sesuai peluang pasar guna 

meningkatkan pendapatan petani. 
5. Meningkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan dan 

,, 

holtikultura yang berkelanjutan melalui peningkatan pengenalan dan 
( 

penerapan teknologi dalam budidaya pertanian maupun pengelolaan 
I 

pasca panen. 

'°"""' ,,- ... 1, .... '°S••, D•"" (»')PD) "'••�- '-M••, Tahun 2005- 2025 
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6. Meningk~tkan pembangunan komiditi perkebunan yang diarahkan 
untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar . in�ustn, menunJang 
peningkatan ekspor serta mengembangkan agribisnis yang terpadu. 

7. Meningk~tkan pembangunan perternakan yang diarahkan pada 
pemberdayaan dan pengembangan peternakan rakyat, guna 
mendorohg diversifikasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan 

t 
. hi . protein 1ewan. 

8. Meningkatkan populasi ternak dan memperluas jaringan pemasaran 
hasil usaha peternakan serta meningkatkan pengawasan ternak 
melalui pengawasan lali-lintas ternak, cegah dini, dan Kesehatan 
hewan Veteriner (kesmavet). 

9. Meningkatkan kualitas produksi pertanian, hortikultura,perkebunan dan 
peternakan melalui penanganan pasca panen guna memenuhi peluang 
pasar yang berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Kehutanan 

1 .  Meningkatkan pembangunan kehutanan yang diarahkan untuk 

memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap 
menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan fungsi serta 

mutu l ingkungan h i dup .  

2. Meningkatkan fungsi hutan sebagai salah satu faktor penentu 
ekosistem lingkungan, melindungi  plasma nutfah, dan 
mengembangkan keanekaragaman hayati dengan memberdayakan 

masyarakat di sekitar kawasan hutan. 

3. Melestarikan hutan dengan prioritas pada Daerah Aliran Sungai (DAS), 

kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. 

4. Mengembangkan hutan pendidikan yang berfungsi sebagai wadah 
menumbuhkan kecintaan pada lingkungan melalui rekreasi (wisata 

alam) dan penelitian serta pengembangan i l m u  pengetahuan dan 
teknologi. 

5. Meningkatkan pengelolaan lahan kritis melalui penghutanan kembali 
I 

untuk mempertahankan kesuburan tanah dan memelihara sumber 
' daya air. 
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c. Perikanan 

I .  Meningkatkan Pembangunan perikanan yang diarahkan pada usaha 
agribisnisl perikanan meliputi ikan, ikan konsumsi, ikan hias, 

I 

penanganan pasca panen, dan diversifikasi produk olahan ikan. 
'  2. Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha perikanan baik perikanan 
I 

darat, sungai maupun laut. 
3. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk kegiatan menangkap ikan 

dan budidaya perikanan. 
4. Memberdayakan nelayan. 

d. Pertambangan dan Energi 
'  '  I .  Meningkatkan pembangunan pertambangan untuk mendorong 

kegiatan ekonomi masyarakat, melalui penganekaragaman pengolahan 
hasil pertambangan yang efisien dan efektif untuk memperluas serta 
menciptakan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan kelestarian 
sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

2. Meningkatkan pengelolaan pertambangan dengan melibatkan peran 
serta masyarakat. 

3. Meningkatan pembangunan energi untuk mendorong produktivitas 
perekonomian daerah. 

4. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan keseluruh 
wilayah sehingga dapat menirigkatkan kegiatan pembangunan yang 
bersifat produktif untuk pengembangan potensi yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

e. lndustri 

I .  Meningkatkan Pembangunan industri yang berbasiskan pada bahan 
baku lokal dalam skala kecil, menengah, dan besar serta diiringi 
pengembangan industri kemasan. 

2. Meningkatkan pembangunan industri yang diarahkan sebanyak 
mungkin memanfaatkan dan mengolah bahan lokal dari hasil pertanian 
dan industri yang menghasilkan input bagi proses produksi pertanian, 
serta rekayasa mesin/alat tepat guna dalam rangka menghasilkan 
produk unggulan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

3. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan industri menengah 
dan besar diarahkan sesuai dengan tata ruang dan dapat menyerap 

I 
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tenaga lokal sebanyak-banyaknya tidak menimbulkan pencemaran 
j 

lingkungan. 

I 
f. Perdagangan 

' 1 .  Mewujudkan sistem perdangan yang berkeadilan, efisien, dan efektif 

dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, kelancaran arus 

distribusi, dan pemanfaatan pelaksanaan perlindungan konsumen. 

2. Meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang diarahkan pada 

penganekaragaman jenis, jumlah, dan mutu komoditas dalam negeri 

dan ekspor sesuai dengan permintaan pasar. 

3. Memeilhara dan menciptakan peluang pasar dengan meningkatkan 

daya saing, penyempurnaan prasarana dan sarana perdangan, sistem 

informasi pasar , serta kegiatan promosi yang lebih terstruktur dan 

terarah. 

4. Meningkatkan peran serta UKM dan Koperasi, pemilik modal, dan 

lembaga keuangan malalui sistem kemitraan dalam produksi dan 

pemasaran. 

5. Meningkatkan profesonalisme pengusaha kecil dan menengah untuk 

dapat bersaing di pasaran dalam negeri maupun luar negeri. 

6. Mengembangkan usaha informal dan tradisional agar tumbuh menjadi 

unsur ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing serta 

mampu berperan serta dalam penciptaan usaha dan lapangan kerja. 

g. Keuangan dan Kekayaan Daerah 
I .  Mengelola dan mengembangkan keuangan dan kekayaan daerah 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan keadilan, kepatutan, dan sebesar-besarnya manfaat 
untuk masyarakat (berbasis kinerja) 

2. Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan 
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan sumber-sumber 
penerimaan lainnya yang sah. 

3. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar 
pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan 

I peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan 

I 

pembangunan daerah. 
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D. Bidang Sosial Budaya dan Politik 

Arah kebijakan pembangunan RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang 
j 

Tahun 2005 - 2025 bidang Sosial Budaya dan Politik adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

1 .  Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan yang memiliki 
kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang 
berstandar nasional maupun global. 

2. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan 
terutama mereka yang ditempatkan di daerah terpencil atau 
pedalaman. 

3. Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dengan sebaran yang 
merata di setiap kecamatan dan bahkan desa. 

4. membuka sekolah unggulan dan kejuruan dengan memperhatikan 
keunggulan daerah. 

5. Menjalin kerjasama dengan siswa dan mahasiswa di Negara Bagian 
Sarawak, Brunei Darusalam, Philipina (anggota BIMP-EAGA). 

b. Kesehatan 

I .  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mela lui program 
Indonesia Sehat. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. 
3. Meningkatkan prasarana dan sarana serta pelayanan kesehatan yang 

maerata. 
4. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan yang 

ditempatkan di daerah terpencil atau pedalaman. 

c. Kesejahteraan Sosial 

I. Meningkatkan ketahanan sosial dan memberdayakan penyandang 
masalahan kesejahteraan sosial. 

2. Meningkatan pemahaman masyarakat terhadap rawan bencana dan 
rawan konflik etnis beserta upaya yang harus dilakukan untuk 
penanggulangannya termasuk bantuan kepada para korban bencana 
dan konflik etnis. 

3. Meningk~tkan kepedulian sosial pada penyandang cacat, fakir miskin, 
anak terlantar, kelompok rentan sosial, serta lanjut usia; dan 

4. Meningk~tkan kualitas keluarga melalui program keluarga berencana. 
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d. Agama 

1 .  Memanfaatkan Peran dan Fungsi agama sebagai landasan moral, 
spiritual, {dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan 
beregar~. 

f 

I 2. Memeratakan prasarana dan sarana ibadah. 
3. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap 

I . toleransi dalam kehidupan beragama. 
4. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan untuk 

kesejahteraan umat. 

e. Peranan Perempuan 

I. Meningkatkan peran perempuan dalam mengakses, mengontrol dan 
memanfaatkan, dan berpartisipasi dalam persoalan gender. 

2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di segala bidang 
dengan hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria 
berdasarkan kodrat, harkat, dan martabat. 

3. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan agar dapat berperan aktif 
di segala bidang kehidupan bangsa.. 

4. Meningkatkan peran perempuan dan organisasi perempuan untuk 
mewujudkan kesejahteraan keluarga. 

f. Pemuda dan Olahraga 

1 .  Meningkatkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam 
mengaktualisasikan segenap potensi diri, melalui organisasi sosial 
politik dan organisasi kemasyarakatan. 

2. Meningkatkan kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul, dan 
berdaya saing. 

3. Meningkatkan prestasi olah raga di sekolahan dan masyarakat; dan 
4. Meningkatkan kualitas kawasan prasarana dan sarana olah raga. 

g. Politik 

1 .  Mempertahankan Keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan 
i Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan U U D  1945 yang 

bertumpl pada ke-Bhineka Tunggal lka-an dan membangun bangsa 
dan wat~k bangsa yang dinamis dan demokratis. 
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2. Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip 
demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi 
manusia :dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara. 

3. Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, 
menyamiaikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan 
mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika 
demokrasi. 

4. Meningkatkan kesadaran bela negara epada masyarakat dalam 
upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
khususnya mempertahankan batas wilayah di sepanjang kawasan 

perbatasan Indonesia-Sarawak. 

E. Bidang Keamanan dan Ketertiban 

Arah kebijakan pembangunan RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang 

Tahun 2005 - 2025 bidang Keamanan dan Ketertiban adalah sebagai berikut : 
I .  Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung 

kegiatan perekonomian, sosial, budaya, dan politik dalam menghadapi era 
persaingan global, serta melindungi kepentingan masyarakat. 

2. Mengembangkan budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran 
dan ketaatan hukum . 

3. Mendorong terlaksananya supremasi hukum agar lebih menjamin 
terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan dan kebenaran, serta 
menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

4. Mengupayakan pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan hak 
kekayaan adat dan budaya setempat secara luas. 

5. Meningkatkan integritas dan profesionalisme apartur penegak hukum 

untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. 

6. Mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen 
guna mewujudkan pengayoman pada masyarakat. 

7. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, 

hambatan, dan gangguan. 

8. Meningkatkan kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga ketenteraman'ldan ketertiban. 9. Meningkatkan] perlindungan masyarakat dengan meningkatkan 
kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat. 

s 

I -�--- ........ , .. ,·-·�I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerh (RPJPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 Su.] 
I 



J 

10.  Meningkatkan pelayanan umum dan fungsi perlindungan kepada 
masyarakat dalam penanganan bencana dengan 'dukungan peran serta 

I , aktif masyarakat. 
I I .  Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah. 
I 

12.  Meningkatkan upaya deteksi dini (sistem peringatan dini), pencegahan, 
dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, obat-obat 
terlarang, dan zat adiktif. 

F. Bidang Prasarana dan Sarana 

Arah kebijakan pembangunan RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang 

Tahun 2005 - 2025 bidang Prasarana dan Sarana adalah sebagai berikut : 

1 .  Meningkatkan sistem dan manajemen transportasi baik darat, sungai ,  laut, 
dan udara sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan 

kegiatan ekonomi,  sosial, budaya, politik, keamanan dan ketertiban, serta 
sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Membangun poros jalan baru dan meningkatkan serta memelihara kualitas 

prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap untuk mendukung 
kelancaran arus barang dan jasa dengan melibatkan peran serta swasta 
dan masyarakat. 

3. Mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara 

terpadu untuk menjunjung pengembangan wilayah terutama desa-desa 
yang masih tertinggal. 

4. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan dan penyediaan air bersih 

sampai tingkat desa untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. 

5 .  Meningkatkan pelayanan sanitasi yang berkaitan dengan pengelolaan 
sampah,  IPAL dan drainase. 

6. Mengembangkan sistem pengelolaan jaringan irigasi/rawa untuk mencapai 
ketahanan pangan. 

G. Bidang Pemerintahan Umum 

Arah kebijakan pembangunan RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang 

Tahun 2005 - 2025 bidang Pemerintahan Umum adalah sebagai ber ikut :  

1 .  Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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2. Meningkatkan kepatuhan aparatut pemerintah pada kebijakan dan 
peraturan yarg ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintah lebih efisien dan efektif. 

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam 
!, rangka memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat. 5. Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kerja baik individu maupun instansi. 6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah. 7. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, demokratis, dinamis, dan bertanggung jawab. 8. Mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan berpolitik. 9. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah. 10. Penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas dan informasi kependudukan. 

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 

2005 - 2025 

Pentahapan pembangunan daerah sangat diperlukan dalam RPJP 
Daerah mengingat orientasi pembangunan jangka panjang yaitu 20 (dua 
puluh) tahun. Pentahapan ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah , sehingga RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang disusun dalam periode 5 (lima) tahunan. Setiap tahapan memu_at arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pentahapan 
ini kelak akan dijadikan acuan dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten 
Bengkayang agar konsistensi perencanaan dapat terjaga secara simultan. 
Dengan demikian, road map perencanaan pembangunan di Kabupaten 
Bengkayang terlihat jelas dalam mencapai arah pembangunan jangka 
panjang. ; 

Adapun pentahapan dalam periode Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Dae'ah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut : 
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4 A. Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ke-1 

(2006 - 2010) 
Pada periode ini diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah 

mendesak yanl sedang dihadapi di Kabupaten Bengkayang, melanjutkan 
; 

proses pembangunan yang berjalan pada periode awal perencanaan serta 
pengembangan komoditi unggulan sebagai basis utama pembangunan di 
Kabupaten Bengkayang. 

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka prioritas pembangunan 
pada periode ini ditekankan pada 4 (empat) aspek utama, yaitu : () 
Peningkatan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan komoditas 
unggulan; (2) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing 
dan profesional; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
profesionalisme aparatur; (4) Menciptakan Keamanan dan ketertiban umum 
melalui penegakan supremasi hukum. 

B. Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ke-2 
(2011 -- 2015) 

Pada periode ini diarahkan pada pemantapan landasan 
pembangunan dengan menekankan kepada peningkatan Sumber Daya 
Manusia dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian, perdagangan dan 
jasa, penciptaan kondisi pemerintahan yang baik, penyelesaian 
pembangunan prasarana dan sarana serta melakukan penataan ruang yang 
baik dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka prioritas pembangunan 
pada periode ini ditekankan pada 6 (enam) aspek pembangunan, yaitu : ( 1 )  
Membangun dan meningkatkan infrastruktur dengan tetap menjaga 
kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana; (2) Mempercepat 

pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui pengembangan sektor 

unggulan (3) Meningkatkan kualitas SOM, melalui peningkatan iman dan 
taqwa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) Meningkatkan 

keamanan dan keharmonisan kehidupan masyarakat; (5) Meningkatkan 
kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang 

prima untuk mewujudkan pemerintahan yang baik; (6) Meningkatkan 
partisipatif aktif masyarakat. 
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C. Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ke-3 
(2016 - 2020) 

Pada �eriode 1n1 diarahkan pada pemantapan landasan 
pembangunan �dengan menekankan kepada penciptaan kualitas Sumber 
Daya Manusia I yang berkualitas, kompetitif dan profesional, peningkatan 
kualitas kesehatan masyarakat serta optimalisasi pengembangan dan 

• pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam pembangunan. 
Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka prioritas pembangunan 

pada periode ini ditekankan pada 6 (enam) aspek,yaitu: (1)  Peningkatan dan 
pemerataan kualitas pendidikan; (2) Peningkatan daya saing produk-produk 
unggulan Kabupaten Bengkayang; (3) Penerapan teknologi tepat guna 
diberbagai sektor-sektor produksi dengan memperhatikan kelestarian 
lingkungan hidup; (4) Pembangunan prasarana dan sarana yang berdampak 
langsung pada pengembangan ekonomi daerah khususnya di kawasan 
perbatasan; (5) Pembangunan prilaku hidup sehat yang dewasa dan mandiri; 
(6) Penataan dan pembenahan manajemen pengelolaan potensi objek-objek 
wisata. 

D. Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ke-4 
(2021 - 2025) 

Pada periode ini diarahkan pada pemantapan landasan 
pembangunan dengan menekankan kepada implementasi ilmu dan teknologi 
tepat guna sebagai landasan utama pembangunan Kabupaten Bengkayang, 
pengembangan agroindustri yang berwawasan lingkungan , pembangunan 
dunia usaha yang maju dan mampu bersaing di pasar global , sejalan dengan 
kemajuan tersebut disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat maka 
sektor ekonomi lainnya dapat ikut berkembang. Disamping itu, pembangunan 
dibidang agama dan budaya terus ditingkatkan sehingga visi Kabupaten 
Bengkayang sebagai beranda depan NKRI yang sejahtera berdasarkan nilai- 

, nilai agama, budaya dan berwawasan lingkungan dapat terwujud. 
' Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka prioritas pembangunan 
i pada periode ini ditekankan pada 6 (enam) aspek,yaitu: (1)  Pembangunan 

sektor agroindustri yang berlandaskan IPTEKS dan berwawasan lingkunan; 
(2) Peningkatah kuantitas dan kualitas produk-produk unggulan daerah; (3) 
Pengembangat jalur-jalur perdagangan strategis internasional; (3) 
Mendorong distribusi pendapatan melalui penguatan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) (4) Menciptakan harmonisasi kehidupan beragama; (5) 

] 
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I Peningkatan k�alitas lndeks Pembangunan Manusia (1PM) Kabupaten 
Bengkayang; dan (6) Pembangunan sadar wisata berbasis budaya dan 
lingkungan hidub di Kabupaten Bengkayang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

RPJP Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 yang 

berisi visi, misi , dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi 

seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, DPRD, Masyarakat dan Dunia 

Usaha) didalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Bengkayang tahun 2005 - 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 

dengan ditetapkan RPJP Daerah yang baru. 

RPJP Daerah ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam 

penyusunan RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah. 

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk 

mencapai visi dan misi tergantung pada : ( 1 )  Komitmen dari kepemimp inan 

daerah yang kuat dan demokrat is; (2) Konsistensi kebijakan pemerintah; 

(3) Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Peran serta masyarakat dan dun ia 

usaha secara aktif. Hasil pembangunan harus dapat din ikmat i  secara lebih 

merata dan adil oleh setiap warga masyarakat dalam upaya meningkatkan 

taraf h idup dan kesejahteraan lahir batin dalam suasana yang demokratis, 

aman , tenteram dan dama i . 
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IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2005 - 2025 

• 

LAMPIRAN I 

NO BIDANG PEMBANGUNAN 
. .  IDENTIFIKASI MASALAH 

- 
- - 

-- - - -- - 

1 2 3 
1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 1 .  Kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang terus menurun; 

2. Sosialisasi mengenai pemanfaatan dan peme/iharaan /ahan yang kurang dilakukan secara intensif kepada masyarakat; 
3. Kebijakan yang ada masih /emah dalam mendukung ke/estarian fungsi lingkungan hidup; 
4. Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak krimina/ di bidang lingkungan hidup; 
5. Minimnya prasarana dan sarana penunjang kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan 
6. Minimnya sumberdaya manusia yang peduli terhadap lingkungan hidup. 

2 Demografi dan Kependudukan 1. Terwujutnya rasio beban ketergantungan; 
2. Terwujutnya rasio kerusakan lingkungan; dan 
3. Terwujutnya rasio kebutuhan prasarana dan sarana pemukiman. 

3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1 .  Pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya a/am dimasa mendatang dihadapkan pada tantangan yang masih 
cukup berat. Kondisi kemiskinan dan pengangguran akan tetap menjadi beban pembangunan daerah dalam upaya 
mewujudkan peningkatan kesejateraan dan kualitas hidup masyarakat; dan 

2. Infrastruktur ekonomi yang be/um memadai akan menghambat atau kurang mendukung pelaksanaan pembangunan dan 
peningkatan perekonomian. 

4 Bidang Sosial, Budaya dan Politik 1. Keluaran pendidikan belum mampu menjawab secara nyata kebutuhan lapangan kerja/pasar; 
2. Be/um meratanya pelayanan kesehatan dalam menuju Indonesia sehat. 
3. Rendahnya daya tahan masyarakat terhadap krisis ekonomi; 
4. Lemahnya fungsi institusi politik dan komunikasi politik baik yang berada pada suprastruktur politik maupun yang berada 

di tataran infrastruktur politik; dan 
5. Masih terdapat fenomena primordialisme dalam proses politik. 

5 Sarana dan Prasarana 1 .  Kondisi alam dan luas wilayah memerlukan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan yang besar; 
2. Rendahnya minat investasi di bidang telekomunikasi; 
3. Kecenderungan kerusakar lingkungan makin meningkat menjadi ancaman bagi ketersediaan air baku; 
4. Keterbatasan energi listrik akan menghambat akselerasi proses pembangunan. 
5. Rendahnya pelayanan air bersih; 
6. Rendahnya_ pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase);dan 
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NO BIDANG PEMBANGUNAN IDENTIFIKASI MASALAH 

1 2 3 

7. Kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan yang perlu mendapat perhatian. 
6 Pemerintahan Umum 1 .  Penataan kelembagaan belum dapat menerapkan prinsip-prinsip e-governance secara optimal; 

2. Tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih rendah dan pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan 
dana untuk menambah pendapatan aparatur secara signifikan; 

3. Sumber Daya Aparatur belum memadai baik dalam hal kuantitas dan kualitas menuju good governance; dan 
. -- - - . 4. Masih rendahnya kualitas sumber daya masyarakat, menyebabkan belum terbangunnya civil.socity-yang .menyulitkan 

penvelengqaraan good governance. 
7 Permasalahan Khusus Kawasan 1 .  Rendahnya upaya penegakan supremasi hukum khususnya di kawasan perbatasan seperti ilegal logging, 

Perbatasan penyelundupan, TKI ilegal, pelindung batas, tindak kriminal; 
2. Rendahnya efektivitas ekonomi di wilayah perbatasan, belum terkelolanya sumber daya alam secara efektiv dan efisien 

serta terjadinya kerusakan lingkungan. Rendahnya produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan 
rendahnya derajat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial; 

3. Kurangnya perasarana dan sarana pendukung bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat baik 
transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, kelistrikan/penerangan, air bersih serta infrastruktur di wilayah terisolir, 
perbatasan, pedalaman, kepulauan dan pesisir; 

4. Adanya anggapan sulitnya memindahkan faktor-faktor produksi (manusia, bahan baku, uang, teknologi dan mesin) ke 
daerah tertinggal dan terisolir, khususnya wilayah perbatasan akibat terbatasnya infrastruktur tersebut; dan 

5. Belum tersusunnya suatu kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan dan strategi pengembangan daerah 
tertinggal yang bersifat menyeluruh yang mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh stakeholder daerah tertinggal yang 
berada di wilayah perbatasan baik di tingkat pusat maupun daerah secara terpadu. 

ii 

REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA PANJANG KABUPATEN BENGKAYANG TA HUN 2005-2025 



ANALISIS LINGKUNGAN STATEGIS KABUPATEN BENGKAYANG 

LAMPIRAN II 

NO LINGKUNGAN STRATEGIS BIDANG PENILAIAN LINGKUNGAN STRA TEGIS 
PEMBANGUNAN 

1 .  LINGKUNGAN INTERNAL -- 
. - -...,. .... 

A. Kekuatan (Strength} atau Modal Dasar Semua Bidang 
, 

Wilayah yang luas, letak yang strategis, ketersediaan sumber daya alam dan ,. 
Pembangunan keanekaragaman hayati merupakan sumber daya pembangunan daerah yang sangat 

potensial; 

► Kondisi daerah yang kondusif memberikan peluang untuk berjalannya proses 
pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertib dan lancar; 

> Beragamnya seni dan budaya masyarakat didukung oleh kondisi panorama alam 
yang indah merupakan potensi untuk pengembangan pariwisata daerah; dan 

,, 

Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia), ,. 

memberikan peluang yang besar untuk melakukan hubungan kerjasama yang saling 
menguntungkan terutama kerjasama ekonomi, sosial dan budaya. 

8. Kelemahan (Weaknesses) 1. Kelemahan Bidang > Lemahnya pengendalian dan manajemen pengelolaan lingkungan hidup; 
Geomorfologi dan > Kurangnya sosialisasi mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan lahan; 
Lingkungan Hidup > Lemahnya kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung kelestarian fungsi 

lingkungan hidup; 

> Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak kriminal di bidang lingkungan hidup; 
,, 

Kurangnya prasarana dan sarana penunjang kegiatan pelestarian lingkungan hidup; ,. 

dan 

► Rendahnya tingkat kepedulian sumberdaya manusia terhadap kelestarian lingkungan 
hidup. 

2. Kelemahan Bidang > tingginya rasio beban ketergantungan; 
Demografi dan > Meningkatnya rasio kerusakan lingkungan; dan 
Kependudukan > Rendahnva kualitas prasarana dan sarana pemukiman 

3. Kelemahan Bidang ► Tingginya Kondisi kemiskinan dan pengangguran menjadi beban pembangunan 
Ekonomi dan daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejateraan dan kualitas hidup 
Sumber Daya Alam masyarakat; dan 

iii 
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NO LINGKUNGAN STRATEGIS BIDANG PENILAIAN LINGKUNGAN STRA TEGIS 
PEMBANGUNAN 

• Kualitas dan kuantitas lnfrastruktur ekonomi yang belum memadai akan menghambat ,- 

atau kurang mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian. 
4. Kelemahan Bidang ' Kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia belum mampu menjawab secara nyata ,- 

Sosial, Budaya dan kebutuhan lapangan kerja/pasar; 
Politik ' Distribusi pelayanan kesehatan belum merata dalam menuju Indonesia sehat, ,- 

- - 
- 

► Rendahnya daya tahan masyarakat terhadap krisis ekonomi; dan 
> Lemahnya fungsi institusi politik dan komunikasi politik baik yang berada pada 

suprastruktur politik maupun yang berada di tataran infrastruktur politik; 
5. Kelemahan Bidang > Terbatasnya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan 

Sarana dan jembatan; 
Prasarana e Kurangnya minat investasi di bidang telekomunikasi; ,- 

► Kecenderungan kerusakan lingkungan makin meningkat menjadi ancaman bagi 
ketersediaan air baku; dan 

> Keterbatasan energi listrik akan menghambat akselerasi proses pembangunan. 
6. Kelemahan Bidang > Penataan kelembagaan belum dapat menerapkan prinsip-prinsip e-governance 

Pemerintahan secara optimal; 
Umum > Pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan dana untuk menambah pendapatan 

aparatur secara signifikan; 

► Kurangnya Sumber Daya Aparatur baik dalam hal kuantitas dan kualitas menuju good 
governance; dan 

> Masih rendahnya kualitas sumber daya masyarakat, menyebabkan belum 
terbangunnya civil socity yang menyulitkan penyelenggaraan good governance. 

7. Kelemahan '> Kurangnya upaya penegakan supremasi hukum khususnya di kawasan perbatasan; 
Pembangunan > Manajemen pengelolaan sumber daya alam belim efektif dan efisien serta terjadinya 
Kawasan kerusakan lingkungan; 
Perbatasan > Rendahnya produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan 

rendahnya derajat pendidikan. kesehatan, kesejahteraan sosial; 
'> Kurangnya perasarana dan sarana pendukung bagi pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat baik transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, 
kelistrikan/penerangan, air bersih serta infrastruktur di wilayah terisolir, perbatasan, 
pedalaman, kepulauan dan pesisir; dan 
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PEMBANGUNAN 

• Kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan dan strategi pengembangan .,.. 

daerah tertinggal yang bersifat menyeluruh yang mengintegrasikan fungsi dan peran 
seluruh stakeholder daerah tertinggal yang berada di wilayah perbatasan baik di 
tingkat pusat maupun daerah masih belum tersinkronisasi secara terpadu 

. -LINGKUNGAN EKSTERNAL 
- - . -- -- - 

- 

C. Peluang (Opportunities) 1. Peluang Bidang ► Karakteristik bentang alam yang beragam yang terbagi kedalam-Kawasan-Pesisir­ 
Geomorfologi dan Pantai, Kawasan Kepulauan, Kawasan Tengah, dan Kawasan Perbatasan-perbukitan 
Lingkungan Hidup merupakan peluang bagi pengembangan berbagai usaha ekonomi produktif untuk 

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

► Kawasan Pesisir Pantai yang datar berpeluang bagi pengembangan budidaya ikan 
tambak, rumput laut, pariwisata pantai, dan holtikultura; 

> Kawasan Kepulauan berpotensi bagi pengembangan pariwisata laut dan pulau serta 
produktivitas perikanan tangkap (laut); 

»> Kawasan Tengah merupakan kawasan yang berpeluang sebagai sentra pertumbuhan 
kebupaten terutama untuk sektor perdagangan, jasa, dan pemerintah; dan 

j Kawasan Perbatasan dan Perbukitan adalah kawasan yang berpeluang bagi 
pengembangan perkebunan besar dan perkebunan rakyat, pariwisata, agroindustri 
serta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pasar kerja di negara-negara yang tergabung 
dalam kerjasama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia. Philipina-East Asean 
Growth Area (BIMP-EAGA), 

2. Peluang Bidang > Pengendalian pertumbuhan dan sebaran penduduk merupakan potensi pemerataan 
Demografi dan pembangunan antar kawasan; dan 
Kependudukan > Dengan bertambahnya jumlah penduduk diikuti dengan penyediaan lapangan kerja 

akan menjadi stimulan terhadap pembanqunan ekonomi 
3. Peluang Bidang ' Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya .,.. 

Ekonomi dan hidup dari hasil pertanian dan memiliki kawasan budidaya pertanian yang cukup luas, 
Sumber Daya Alam maka berpeluang untuk mengembangkan berbagai jenis komoditas pertanian baik 

tanaman pangan, holtikultural, perkebunan dan pengembangan ternak serta 
perikanan; 

> Peluang terbukanya pasar regional, nasional dan internasional, merudahkan 
pemasaran produksi yang dihasilkan masyarakat. Berkembangnya industri hasil 
olahan yang berbasis pada komoditas lokal; 

> Potensi sumber dava alam yang belum dimanfaatkan secara optimal akan menjadi 

V 
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daya tarik bagi para calon investor; 
Ketersediaan sumber air bersih yang melimpah akan berpeluang untuk Mewujudkan 
pelayanan air bersih kepada masyarakat dan pengelolaan air baku secara komersial; 
Kebijakan pengembangan sektor ekonomi mikro dan menengah serta koperasi 
mendorong peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah; dan 
Mewujudkan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata dengan memanfaatkan 
potensi budaya daerah melalui optimalisasi kegiatan promosi pariwisata, 

Membangun dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang 
pendidikan yang berbasis keuangan lokal; 
Membangun dan Mewujudkan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan yang 
merata dan berkualitas; 
Terbukanya lapangan kerja baru yang dapat menyerap pertumbuhan angkatan kerja; 
Kehidupan sosial budaya masyarakat dengan beraneka ragam tradisi dan adat istiadat 
dapat dikembangkan sebagai aset wisata budaya untuk mandatangkan pendapatan 
(income) daerah; 

► Hasil-hasil kerajinan tangan atau karya seni yang melambangkan ciri khas budaya 
daerah dapat dikembangkan untuk Mewujudkan daya saing; 

> Kebudayaan masyarakat akan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup dapat 
terus dikembangkan untuk mengoptimalkan hasil guna lingkungan sekitar yang masih 
potensial; 

> Kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang harmonis bisa dikembangkan terus 
untuk menciptakan kondisi yang stabil dan dinamis dalam menarik minat investor 
domestik dan asing; 

> Terbangunnya budaya politik yang bertandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan 
semangat multikulturalisme, tentunya selama 20 tahun ke depan akan dapal 
meminimalisir secara signifikan mengentalnya fenomena etnisitas dan primordialisme 
dalam proses rekrutmen politik di daerah, serta dapat menghilangkan adanya saling 
kecurigaan politik yang berbasis pada kelompok primordial yang bisa menimbulkan 
ketengangan politik secara laten ditengah masyarakat; 

BIDANG 
PEMBANGUNAN 

, 

,.. 

+, 
,.. 

,.. 

4. Peluang Bidang ' ,.. 

Sosial, Budaya dan 
Politik ,.. 

> 

► 

NO LINGKUNGAN STRATEGIS 
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► Apabila budaya demokrasi sudah sepenuhnya menjadi referensi perilaku politik elit dan 
masyarakat di daerah, maka ke depan segala bentuk tindakan yang anarkis, memaksa 
kehendak atas nama kepentingan kelompok dengan sendirinya akan dapat 
diminamalisir secara signifikan; dan 

' Kemampuan pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menciptakan sinergisitas baik ,. 

-- -  -  -- . 

yang bersifat vertikal maupun horizontal, sinergis antara lembaga ~tau ~nit erja dan 

semua stakeholder serta membangun kerjasama antara daerah Kabupaten akan 
dapat membantu akselerasi pembangungan daerah dan kawasan. 

5. Peluang Bidang ,. Menigkatkan kualitas jalan dan jembatan yang ada dan membuka poros jalan baru 
Sarana dan yang menghubungkan antara kawasan; 
Prasarana ' Menigkatkan jaringan telekomunikasi sampai ke daerah-daerah terpencil; ,. 

► Memper!uas jaringan pipa dan jumlah pelanggan PDAM yang dapat menjangkau 
masyarakat luas; 

­ 
Sumberdaya air yang melimpah potensial untuk pengembangan Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA); dan 

s, 

Pembangunan jalan baru untuk pengembangan wilayah baru dan meningkatnya ,. 

pertumbuhan ekonomi. 
6. Peluang Bidang > Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menjawab tuntutan publik yang semakin 

Pemerintahan kompleks; 
Umum ► Peningkatan kualitas da kompetisi sumber daya aparatur yang didukung adanya 

kebijakan e-government dalam menjalankan fungsi dan tugasnya; 
� Telah adanya RTRW kabupaten dalam pembangunan daerah berpeluang dalam ,. 

pembangunan daerah terselenggara secara tertib jjka kebijakan tersebut 
dilaksanakan secara konsisten; dan 

► Adanya pemekaran kecamatan berpeluang rentang kendali yang tidak terlalu jauh, 
pelayanan publik yang optimal dan pemerataan pelavanan pemerintah. 

7. Peluang > Kekayaan sumber daya alam di kawasan perbatasan dapat digunakan untuk 
Pembangunan memperkuat daya tahan masyarakat, menjadi sumber daya ekonomi masyarakat, dan 
Kawasan menjadi modal dasar untuk mempercepat pembangunan daerah; 
Perbatasan ► Sebagai out-let untuk mamasarkan hasil kegiatan produksi lokal dan nasional secara 

langsung ke pasar di wilayah negara tetangga; dan 
> Potensi kekayaan alam kawasan perbatasan berpeluang menjadi penggerak kegiatan 

ekonomi wilavah. 

vii 
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Pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi 
lingkungan hidup dapat mengancam ekosistem pantai dan laut; 
Pengelolaan kawasan kepulauan yang kurang serius terutama berkenaan dengan 
tapal batas laut (Buondaries) dapat mengancam batas laut yang diklaim oleh provinsi 
atau kabupaten lain; 
Eksplorasi dan eksploitasi . sumberdaya pulau dan laut untuk kepentingan 
pembangunan jika tidak terkendali dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem la~t; 
Pada Kawasan Tengah terjadinya perubahan tekstur tanah sebagai akibat dari 
perkembangan pemikiman yang tidak terkendali. Pengalihan fungsi kawasan hijau 
untuk kegiatan perdagangan dan industri; 
Lemahnya aturan (Kebijakan) dan tidak tegasnya aparat dalam menindak pelaku 
aktivitas illegal logging, illegal mining, illegal fishing. illegal trading, dan Trafficking 
akan menimbulkan permasalahan; dan 
Wilayah fronteir (daerah perbatasan) jika tidak terkelola dengan baik potensi 
sumberdava alam vanq tersedia dapat tersedot oleh negara lain. 
Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali; 
Sebaran penduduk lidak merata dalam setiap wilayah menyebabkan kesenjangan 
pembangunan antar kawasan; 
Dengan bertambahnya jumlah pendududk tanpa diikuti dengan penyediaan lapangan 
kerja akan menimbulkan ancaman pengangguran; 
Dengan bertambahnya jumlah penduduk tanpa diikuti dengan peningkatan 
pendapatan akan menimbulkan ancaman kemiskinan; dan 
Dengan bertambahnya jumlah penduduk tan pa diikuti dengan penegakan hukum akan 
menimbulkan ancaman ketertiban dan keamanan. 
Pembangunan bidang ekonomi akan dihadapkan pada situasi ketatnya persaingan 
ekonomi antar daerah dan antar kawasan sebagai kansekwensi dari terbu kanya arus 
informasi dan mobilitas sumber daya ekonomi; 
Jika pengelolaan sumber daya alam hanya bertumpu pada prioritas ekonomi dan 
mengabaikan aspek lingkungan dan sosial, maka akan dapat menimbulkan masalah 
pembangunan. Jika peningkatan sumber daya manusia tidak segera dilaksanakan, 
maka lapangan pekerjaan yang ada akan dimanfaatkan/diisi oleh tenaga-tenaga 
terampil dari daerah lain; 
Masuknva investor dapat meniadi ancaman baai UKM dan koperasi apabila tidak 

BIDANG 
PEMBANGUNAN 

1 .  Ancaman Bidang % 

,- 

Geomorfologi dan 
Lingkungan Hidup > 

- -· ,. 

;.. 

:;.. 

> 

2. Ancaman Bidang > 

Demografi dan ' ,- 

Kependudukan 
,- 

� 

p 

> 

3. Ancaman Bidang :;.. 

Ekonomi dan 
Sumber Daya Alam 

► 

D. Ancaman (Threat) 

NO LINGKUNGAN STRATEGIS 
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didukung oleh regulasi yang tidak sinergis; dan 
, 

Meningkatnya sektor pariwisata tanpa adanya batasan dan perlindungan terhadap ,, 

budaya lokal akan berdampak pada degradasi budaya, adat istiadat dan kearifan 
lokal. 

4. Ancaman Bidang � Pertumbuhan penduduk yang relatif /ebih tinggi yang tidak diimbangi dengan ,, 

-- , u  

-- . 
--�- - Sosial; Budaya dan pendapatan, kesehatan dan etos kerja yang baik; 

-----�- ---- --  

Politik > Teknologi informasi yang berkembang dengan pesat tanpa diiringi dengan 
pendapatan, kesehatan dan etos kerja yang baik; 

' Tingkat kemiskinan, pengangguran dan buta huruf yang sulit untuk diatasi dengan ,, 

kecenderungan meningkat; 

-- ► Terjadinya krisis sosial; 

> Menurunya kapasitas institusi politik; 
> Melemahnya semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan dapat merusak dan 

menghargai keberagaman sosial, politik dan budaya yang ada di masyarakat; dan 

> Arah otonomi daerah yang tidak jelas dimana pemberdayaan masyarakat, prakarsa 
dan kreativitas , partisipasi masyarakat tidak terkenda/i. 

5. Ancaman Bidang ► lnfrastruktur ja/an yang be/um memadai menghambat pembukaan isolasi daerah dan 
Sarana dan pemerataan pembangunan; 
Prasarana '> Minimnya sarana telekomunikasi akan menghambat proses pembangunan; 

> Terjadinya kerusakan lingkungan akan menurunkan secara kualitas dan kuantitas 
sumber daya air; dan 

> Rendahnya daya listrik yang tersedia akan mengakibatkan terganggunya berbagai 
sektor pembangunan. 

6. Ancaman Bidang ► Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas semakin tinggi, jika 
Pemerintahan tidak mampu dipenuhi o/eh pemerintah dapat berakibat rasa apatis, partisipasi 
Umum masyarakat yang rendah; 

> Jika pemerintah di era otonomi tidak dilaksanakan secara good governance 
menumbuh-kembangkan ko/usi, korupsi dan nepotisme sulit dibendung terutama pada 
sektor pemerintahan umum; 

7. Ancaman > Degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan; 
Pembangunan 

, 

Orientasi sistem dan nilai ekonomi masyarakat pada sistem ekonomi negara tetangga; ,, 

Kawasan dan 
Perbatasan > Ketidak seimbangan arus informasi yang diterima masyarakat perbatasan. 

ix 
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VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2005 - 2025 

Visi Misi 

Mewujudkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berwawasan 

-·- - - --- ----- ---- 

lingkungan (Green Economy) berdasarkan potensi daerah melalui pengembangan 
prasarana dasar dan kawasan perbatasan. -- --- - - - --- - 

Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemerataan 

Kabupaten Sebagai 
pendidikan, penguasaan llmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kesehatan 

Terwujudnya Bengkayang serta kesejahteraan sosial. 
Beranda Depan NKRI Yang Sejahtera Berdasarkan 
Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan 

Lingkungan 
Mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan menjunjung tinggi supremasi 
hukum, nilai-nilai budaya, kerukunan hidup umat beragama dan mendorong 
kehidupan yang demokratis. 

Mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah, pendayagunaan perencanaan, 
pengawasan, dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik 
yang berkualitas. 

X 
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LAMPIRAN IV 

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2005 - 2025 

Misi Daerah Sasaran Pokok 

Misi1 1.  Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, serta Mewujudkan fasilitas dan kualitas 

Mewujudkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan pelayanan umum; 

benwawasan lingkungan (Green Economy) berdasarkan 2. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya 

potensi da~rah melalui pengembangan prasarana dasar dan kemakmuran rakyat; - 
..., 

-  -  

kawasan perbatasan 3. Menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagaikawasan yang menarik untuk investasi dan penanaman modal; memutus 
keterisolasian daerah baik dari segi transportasi maupun informasi; dan 

4. Mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan 
pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembangan sektor ungqulan. 

Misi 2 1. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas difokuskan pada pengembangan sumberdaya manusia di daerah untuk 
Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui menguasai imu pengetahuan dan teknologi, Mewujudkan profesionalisme dan kompetensi aparatur, 

pemerataan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan 2. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, penguasaan ilmu 

teknologi (lptek), kesehatan serta kesejahteraan sosial pengetahuan dan teknologi menuju terciptanya SDM Kabupaten Bengkayang yang berkualitas melalui peningkatan anggaran 
pendidikan dalam APBD. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat 
pembudidayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta Mewujudkan peran keluarga dalam masyarakat dengan didukung oleh 
sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; 

3. Pemerataan kesehatan dilakukan dengan Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan dengan paradigma 
sehat yang memberikan prioritas pada peningkatan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak 
dalam kandungan sampai usia lanjut. Mewujudkan sarana dan prasarana bidang kesehatan termasuk penyediaan obat 
terjangkau oleh masyarakat; dan 

4. Pemerataan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada orang sakit, cacat, 
lanjut usia, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya melalui pemberdayaan, penyuluhan, bimbingan, 
bantuan dan jaminan sosial. 

Misi 3 1. Menjaga keamanan dan ketertiban ditujukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan tegaknya supremasi hukum 
Mewujudkan eamanan dan ketertiban dengan menjunjung yang mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat; 
tinggi supremasi hukum, nilai-nilai budaya, kerukunan hidup 2. Mewujudkan kesadaran budaya dan peranan nilai-nilai politik yang demokratis terutama penghormatan terhadap hukum dan 
umat beragama dan mendorong kehidupan yang demokratis HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik; dan 

3. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dalam rangka mewujudkan pengamalan Pancasila secara konsekwen dalam 
kehidupan masyarakat dengan Mewujudkan mutu keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Misi 4 1. Mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui restrukturisasi birokrasi, perencanaan, pengawasan dan 

Mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah, mendorong akuntabilitas; 
pendayagunaan perencanaan, pengawasan, dan mendorong 2. Mewujudkan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 

akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang terkait dengan pengumpulan/pengkajian data dan informasi tentang kebijakan dan penanganan masalah pelayanan umum 

berkualitas oleh aparatur pemerintah daerah kepada masyarakat yang ada saat ini serta perumusan/penyusunan standaritas pelayanan 
umum; dan 

3. Optimalisasi pelayanan publik didukung oleh peningkatan pendayagunaan sistem perencanaan, pengendalian, dan 
pengawasan serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, 
oembanaunan dan pelavanan kepada masyarakat. 

xi 
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LAMPIRAN V 

ARAH KEBUJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2005 - 2025 

NO BIDANG PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

1 2 3 

1 .  Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 1 .  Mengimplementasikan pembangunan sesuai tata ruang secara konsisten. " 

2 Memanfaatkan sumber daya kawasan pesisir pantai, kawasan kepulauan, kawasan tengah dan kawasan perbatasan­ 
perbukitan secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

3. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat terhadap aktifitas yang mengancam 
kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

4. Menumbuh kembangkan kembali budaya kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. 

2. Bidang Demografi dan Kependudukan 1 .  Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengantisipasi perubahan dan tantangan global. 
2. Menyeimbangkan persebaran penduduk dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang tersebar untuk Mewujudkan 

kesejahteraan dan memperkokoh ketahanan wilayah. 
3. Penaendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana dan kesehatan. 

3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

a. Pertanian 1. Mewuijudkan ketahanan pangan yang diarahkan dengan pola Diversivikasi Pangan dan Gizi,Peningkatan hasil produksi 
pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. 

2 Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang berorientasi 
agroindustri dan agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. 

3. Memanfaatkan kelembagaan yang tersedia untuk mewujudkan pelaksana pembangunan pertanian (pelaku usaha dan 
pelaku utama) yang kuat dinamis, mandiri, dan berdaya saing. 

4. Mengembangkan komoditas unggulan dan diversifikasi produk dengan menggali potensi wilayah secara optimal sesuai 
peluang pasar guna Mewujudkan pendapatan petani. 

5. Mewujudkan pembangunan pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang berkelanjutan melalui peningkatan 
pengenalan dan penerapan teknologi dalam budidaya pertanian maupun pengelolaan pasca panen. 

6. Mewujudkan pembangunan komiditi perkebunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar industri, 
menunjang peningkatan ekspor serta mengembangkan agribisnis yang terpadu. 

7. Mewujudkan pembangunan perternakan yang diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan peternakan rakyat, guna 
mendorong diversifikasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani. 

8. Mewujudkan populasi ternak dan memperluas jaringan pemasaran hasil usaha peternakan serta Mewujudkan pengawasan 
ternak melalui pengawasan lali-lintas ternak, cegah dini, dan Kesehatan hewan Veteriner (kesmavet). 
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9. Mewujudkan kualitas produksi pertanian, hortikultura,perkebunan dan peternakan melalui penanganan pasca panen guna 
memenuhi peluang pasar yang berdaya saing untuk Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

b. Kehutanan I. Mewujudkan pembangunan kehutanan yang diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan 
t------- "- - - tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan fungsi serta mutu lingkungan hidup. - . 

2. Mewujudkan fungsi hutan sebagai salah satu faktor penentu ekosistem lingkungan, melindungi plasma nutfah, dan 
mengembangkan keanekaragaman hayati dengan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan. 

3. Mewujudkan hutan dengan prioritas pada Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. 

4. Mengembangkan hutan pendidikan yang berfungsi sebagai wadah menumbuhkan kecintaan pada lingkungan melalui 
rekreasi (wisata alam) dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

5. Mewujudkan pengelolaan lahan kritis melalui penghutanan kembali untuk mempertahankan kesuburan tanah dan 
memelihara sumber dava air. 

C. Perikanan I. Mewujudkan Pembangunan perikanan yang diarahkan pada usaha agribisnis perikanan meliputi ikan, ikan konsumsi, ikan 
hias, penanganan pasca panen, dan diversifikasi produk olahan ikan. 

2. Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha perikanan baik perikanan darat, sungai maupun laut. 

3. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk kegiatan menangkap ikan dan budidaya perikanan. 

4. Memberdavakan nelavan. 
d. Pertambangan dan Energi I. Mewujudkan pembangunan pertambangan untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, melalui penganekaragaman 

pengolahan hasil pertambangan yang efisien dan efektif untuk memperluas serta menciptakan lapangan kerja dengan tetap 
memperhatikan kelestarian sumber daya a/am dan ingkungan hidup. 

2. Mewujudkan pengelolaan pertambangan dengan melibatkan peran serta masyarakat. 
- 

0 Mewujudkan pembangunan energi untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah. 2. 

4. Mewujudkan pembangunan jaringan listrik perdesaan keseluruh wilayah sehingga dapat Mewujudkan kegiatan 
oembanaunan vana bersifat produktif untuk penqembanaan potensi vanq dapat Mewuiudkan keseiahteraan masvarakat. 

e. lndustri 1 .  Mewujudkan Pembangunan industri yang berbasiskan pada bahan baku lokal dalam skala kecil, menengah, dan besar 
serta diiringi pengembangan industri kemasan. 

2. Mewujudkan pembangunan industri yang diarahkan sebanyak mungkin memanfaatkan dan mengolah bahan lokal dari hasil 
pertanian dan industri yang menghasilkan input bagi proses produksi pertanian, serta rekayasa mesin/alat tepat guna 
dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

3. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan industri menengah dan besar diarahkan sesuai dengan tata ruang dan 
dapat menyerap tenaga lokal sebanyak-banyaknya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. 
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f. Perdagangan 1 .  Mewujudkan sistem perdangan yang berkeadilan, efisien, dan efektif dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, 
kelancaran arus distribusi, dan pemanfaatan pelaksanaan perlindungan konsumen. 

2. Mewujudkan perdagangan barang dan jasa yang diarahkan pada penganekaragaman jenis, jumlah, dan mutu komoditas 
dalam negeri dan ekspor sesuai dengan permintaan pasar. 

- - - -  -  - · ·  
-  -  -  .  3  Memeilhara dan menciptakan peluang pasar dengan Mewujudkan daya saing, penyempurnaan prasarana dan sran~ 

perdangan, sistem informasi pasar , serta kegiatan promosi yang lebih terstruktur dan terarah. 
4. Mewujudkan peran serta UKM dan Koperasi, pemilik modal, dan lembaga keuangan malalui sistem kemitraan dalam 

produksi dan pemasaran. 
5. Mewujudkan profesonalisme pengusaha kecil dan menengah untuk dapat bersaing di pasaran dalam negeri maupun luar 

negeri. 
6. Mengembangkan usaha informal dan tradisional agar tumbuh menjadi unsur ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, dan 

berdaya saing serta mampu berperan serta dalam penciptaan usaha dan lapangan kerja. 
g. Keuangan dan Kekayaan Daerah I. Mengelola dan mengembangkan keuangan dan kekayaan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan sebesar- 
besarnya manfaat untuk masyarakat (berbasis kinerja) 

2. Mewujudkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan sumber- 
sumber penerimaan lainnya yang sah. 

e Mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggung jawab 2. 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. 

4. Mewuiudkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiavaan pembanqunan daerah. 
4. Bidang Sosial Budaya dan Politik 

a. Pendidikan 1. Mewujudkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengembangan 
pembelajaran yang berstandar nasional maupun global. 

2. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan terutama mereka yang ditempatkan di daerah terpencil atau 
pedalaman. 

' Mewujudkan prasarana dan sarana pendidikan dengan sebaran yang merata di setiap kecamatan dan bahkan desa. 
• 
4. membuka sekolah unggulan dan kejuruan dengan memperhatikan keunggulan daerah. 

5. Menjalin kerjasama dengan siswa dan mahasiswa di Negara Bagian Sarawak, Brunei Darusalam, Philipina (anggota BIMP­ 
EAGA). 

b. Kesehatan l. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Indonesia Sehat. 

2. Mewujudkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. 

' Mewujudkan prasarana dan sarana serta pelayanan kesehatan yang maerata. ., . 
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4. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil atau pedalaman. 

c. Kesejahteraan Sosial I. Mewujudkan ketahanan sosial dan memberdayakan penyandang masalahan kesejahteraan sosial. 
2. Mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap rawan bencana dan rawan konflik etnis beserta upaya_yang_harus 

-- 
%  

-- dilakukan untuk penanggulangannya termasuk bantuan kepada para korban bencana dan konflik etnis. 
e 

Mewujudkan kepedulian sosial pada penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, kelompok rentan sosial, serta lanjut 3. 

usia; dan 
4 Mewujudkan kualitas keluarga melalui program keluarga berencana. 

d. Agama I. Memanfaatkan Peran dan Fungsi agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan individu, 
bermasyarakat, dan bernegara; dan 

2. Memeratakan prasarana dan sarana ibadah. 
3. Mewujudkan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama. 
4. Mewuiudkan peran dan funasi lembaaa keaqamaan untuk keseiahteraan umat. 

e. Peranan Perempuan I Mewujudkan peran perempuan dalam mengakses, mengontrol dan memanfaatkan, dan berpartisipasi dalam persoalan 
gender. 

2. Mewujudkan peran perempuan dalam pembangunan di segala bidang dengan hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama 
dengan pria berdasarkan kodrat, harkat, dan martabat. 

' Mewujudkan keterampilan dan kemampuan agar dapat berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa. • 
4. Mewujudkan peran perempuan dan organisasi perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluaraa. 

f. Pemuda dan Olahraga I. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi diri, melalui organisasi 
sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. 

2. Mewujudkan kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul, dan berdaya saing. 
e Mewujudkan prestasi olah raga di sekolahan dan masyarakat. • 
4. Me wujudkan kualitas kawasan prasarana dan sarana olah raoa. 

g. Politik I. Mempertahankan Keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 yang bertumpu pada ke-Bhineka Tunggal lka-an dan membangun bangsa dan watak bangsa yang dinamis dan 
demokratis. 

2. Mewujudkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai 
hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara. 

3. Mewujudkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi 
masyarakat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan meniuniuna tinaai etika demokrasi. 
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4. Mewujudkan kesadaran bela negara kepada masyarakat dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, khususnya mempertahankan batas wilayah di sepanjang kawasan perbatasan Indonesia-Sarawak. 

5. Bidang Keamanan dan Ketertiban I. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, budaya, dan politik 

-- 

dalam menghadapi era persaingan global, serta melindungi kepentingan masyarakat. 
- - 

2 Mengembangkan budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran dan ketaatan hukum. 
3. Mendorong terlaksananya supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan dan 

ebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
4. Mengupayakan pengakuan Hak Alas Kekayaan lntelektual dan hak kekayaan adat dan budaya setempat secara luas. 
5. Mewujudkan integritas dan profesionalisme apartur penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. 
6. Mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen guna mewujudkan pengayoman pada 

masyarakat. 
7. Mewujudkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas 

dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 
8. Mewujudkan kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. 
9. Mewujudkan perlindungan masyarakat dengan Mewujudkan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat. 
I 0. Mewujudkan pelayanan umum dan fungsi perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan 

dukungan peran serta aktif masyarakat. 
1 1 .  Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan 

peraturan daerah. 
12. Mewujudkan upaya deteksi dini (sistem peringatan dini), pencegahan, dan penanggulangan peredaran dan 

penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif. 
6. Bidang Prasarana dan Sarana I. Mewujudkan sistem dan manajemen transportasi baik darat, sungai, laut, dan udara sebagai faktor pendukung utama 

untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, polilik, keamanan dan ketertiban, serta sarana Mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. 

2 Membangun poros jalan baru dan Mewujudkan serta memelihara kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi 
mantap untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat. 

" Mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu untuk menjunjung pengembangan wilayah 3. 

terutama desa-desa vana masih tertinaaal. 
7. Bidang Pemerintahan Umum I. Mewujudkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2 Mewujudkan kepatuhan aparatut pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan 
pemerintah lebih efisien dan efektif. 
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